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ABSTRAK
Judul penelitian “Implikasi Hukum Perubahan Nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat Menjadi Bank Perekonomian Rakyat Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah dan Regulasi Daerah: Analisis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.” Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memahami konsekuensi hukum dan kelembagaan dari transformasi nomenklatur BPR yang bertujuan memperkuat sistem keuangan mikro dan mendorong pembangunan ekonomi daerah. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana implikasi hukum perubahan nomenklatur tersebut terhadap regulasi daerah dan sejauh mana dampaknya terhadap penguatan peran BPR dalam pembangunan ekonomi lokal.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan OJK, serta studi lapangan pada BPR milik pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi terhadap proses implementasi perubahan nomenklatur dan penyesuaian regulasi daerah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan nomenklatur memperkuat legitimasi hukum, tata kelola, dan fungsi BPR dalam mendukung ekonomi daerah, namun implementasinya masih menghadapi kendala regulatif, birokratis, serta keterbatasan sumber daya manusia dan digitalisasi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan OJK dalam memastikan harmonisasi regulasi serta optimalisasi peran Bank Perekonomian Rakyat sebagai penggerak utama perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Kata kunci: perubahan nomenklatur, implikasi hukum, Bank Perekonomian Rakyat, pembangunan ekonomi daerah, regulasi daerah.


ABSTRACT
The research entitled “Legal Implications of the Nomenclature Change from Rural Bank (Bank Perkreditan Rakyat) to People’s Economic Bank (Bank Perekonomian Rakyat) on Regional Economic Development and Local Regulation: An Analysis Based on Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector” is motivated by the need to understand the legal and institutional consequences of the transformation of BPR. This transformation aims to strengthen the microfinance system and promote regional economic development. The main issue examined is the legal implications of the nomenclature change on local regulations and its impact on strengthening the role of BPR in regional economic development.
This study employs a normative and empirical juridical approach, analyzing statutory regulations, Financial Services Authority (OJK) policies, and field studies on government-owned BPRs in West Java Province. Data were collected through document reviews, interviews, and observations related to the implementation of the nomenclature change and the adjustment of local regulations.
The findings indicate that the nomenclature change strengthens the legal legitimacy, governance, and functional role of BPRs in supporting regional economies. However, implementation remains challenged by regulatory and bureaucratic barriers, as well as limitations in human resources and digital infrastructure. The study concludes that synergy among the central government, local governments, and OJK is essential to ensure regulatory harmonization and to optimize the role of People’s Economic Banks as key drivers of inclusive and sustainable regional economic growth.
Keywords: nomenclature change, legal implications, People’s Economic Bank, regional economic development, local regulation.
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[bookmark: _gjdgxs]Perubahan regulasi dalam sistem perbankan Indonesia merupakan respons terhadap dinamika ekonomi global dan lokal yang semakin kompleks. Pemerintah, melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, berupaya menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif, stabil, dan berdaya saing. Transformasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) menjadi salah satu kebijakan kunci dalam upaya ini. Perubahan ini tidak hanya sekadar pergantian nama, tetapi mencakup restrukturisasi peran, fungsi, dan tata kelola lembaga keuangan mikro agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat daerah. Perubahan regulasi dalam sistem perbankan Indonesia merupakan respons terhadap dinamika ekonomi global dan lokal yang semakin kompleks. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan pemerintah berupaya menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif, stabil, dan berdaya saing. Transformasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) menjadi salah satu kebijakan kunci dalam upaya ini. Perubahan ini tidak hanya sekadar pergantian nama, tetapi mencakup restrukturisasi peran, fungsi, dan tata kelola lembaga keuangan mikro agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat daerah.
Transformasi ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas BPR dalam menyediakan layanan keuangan yang lebih luas dan inklusif bagi pelaku usaha kecil dan menengah, yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Dengan perubahan ini, BPR diharapkan memiliki kapasitas yang lebih besar dalam menyediakan layanan perbankan yang lebih luas, mencakup tidak hanya kredit mikro, tetapi juga layanan keuangan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Selain itu, UU No. 4 Tahun 2023 memberikan landasan hukum yang lebih kuat, baik dalam hal pengawasan, tata kelola, maupun permodalan. Menurut Widjaja[footnoteRef:1], regulasi perbankan idealnya mencerminkan keseimbangan antara perlindungan terhadap nasabah dan keberlanjutan usaha perbankan. Dengan demikian, regulasi baru diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan stabilitas BPR dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas, BPR diharapkan dapat beroperasi dengan lebih efisien dan transparan. 
Transformasi ini juga menghadirkan tantangan internal, salah satunya adalah kesiapan sumber daya manusia. Mulhadi[footnoteRef:2] menegaskan bahwa penguatan kapasitas SDM merupakan kunci sukses implementasi kebijakan perbankan. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan kompetensi menjadi langkah strategis yang harus dilakukan oleh BPR agar adaptif terhadap sistem baru. Di sisi lain, tantangan eksternal juga muncul seiring dengan meningkatnya persaingan dari bank komersial dan fintech.
Meskipun menghadapi berbagai tantangan, perubahan ini juga membawa peluang besar dalam meningkatkan inklusi keuangan di daerah. Dengan regulasi yang lebih adaptif dan struktur kelembagaan yang lebih kuat, BPR dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan menyediakan akses keuangan yang lebih luas bagi masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan perbankan formal. Dalam konteks ini, BPR dapat memainkan peran strategis sebagai fasilitator pembangunan ekonomi lokal melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan komunitas lokal. 
BPR berperan sebagai tulang punggung pembiayaan sektor UMKM dan masyarakat pedesaan. Namun, tantangan seperti keterbatasan permodalan, infrastruktur teknologi, dan kapasitas manajerial seringkali menghambat kinerjanya. Melalui transformasi kelembagaan ini, BPR diharapkan mampu mengatasi hambatan struktural tersebut dan memperkuat posisinya dalam sistem keuangan nasional. Keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada kesiapan internal institusi, dukungan regulasi yang berkelanjutan, serta kemampuan BPR dalam menghadapi kompetisi dari perbankan komersial dan fintech. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan yang berkesinambungan agar perubahan nomenklatur ini tidak sekadar administratif, melainkan mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan ekonomi daerah.  
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki peran historis yang signifikan dalam perekonomian lokal, terutama sebagai penyedia layanan keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta masyarakat yang kurang terjangkau oleh bank umum. Sejak awal keberadaannya, BPR telah menjadi solusi bagi kelompok yang mengalami keterbatasan akses terhadap perbankan konvensional, khususnya di daerah pedesaan dan wilayah terpencil. Dengan struktur operasional yang lebih sederhana dibandingkan bank umum, BPR mampu memberikan layanan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan karakteristik ekonomi lokal. Melalui skema kredit yang lebih mudah diakses serta persyaratan yang tidak seketat bank konvensional, BPR berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas. Sebagai mitra strategis dalam pengembangan ekonomi lokal, BPR berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan akses pembiayaan yang memungkinkan UMKM berkembang dan berinovasi.
Keberadaan BPR memainkan peran penting dalam mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap lembaga pendanaan informal yang tidak transparan dan berisiko tinggi. Sebagai lembaga keuangan lokal, BPR tidak hanya berfungsi sebagai penyedia kredit, tetapi juga sebagai agen pembangunan ekonomi yang berkontribusi terhadap stabilitas dan pertumbuhan daerah. Hubungan yang lebih personal dengan nasabah turut memperkuat peran ini, meskipun sejumlah tantangan masih membatasi efektivitasnya. Keterbatasan permodalan, keterlambatan dalam adopsi teknologi, serta kapasitas manajerial yang belum merata merupakan kendala signifikan yang menghambat daya saing BPR, terutama di tengah persaingan dengan lembaga keuangan berbasis teknologi[footnoteRef:3].
Transformasi nomenklatur menjadi Bank Perekonomian Rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 diharapkan menjadi titik awal pembaruan struktural. Pasal 12 mengatur peningkatan modal minimum BPR menjadi Rp50 miliar, sedangkan Pasal 18 menekankan pentingnya adopsi sistem teknologi informasi guna perluasan jangkauan layanan. Perubahan ini memberikan peluang bagi BPR untuk memperkuat fondasi kelembagaan, memperluas layanan keuangan formal, dan berkontribusi lebih optimal terhadap inklusi keuangan serta pembangunan ekonomi daerah. 
Keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada konsistensi regulasi dan kesiapan daerah dalam menyesuaikan kebijakan lokal, termasuk perubahan peraturan daerah (PERDA) yang mengatur izin dan tata kelola BPR milik pemerintah daerah. Dengan demikian, muncul kebutuhan untuk mengkaji secara hukum dampak perubahan nomenklatur tersebut terhadap regulasi daerah dan penguatan fungsi ekonomi lokal BPR, dalam kerangka implementasi UU No. 4 Tahun 2023.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 membawa perubahan mendasar dalam regulasi sektor perbankan, khususnya terhadap nomenklatur dan struktur kelembagaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang kini bertransformasi menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Regulasi ini menekankan tiga pilar utama: perluasan akses keuangan, penguatan permodalan, dan peningkatan tata kelola. Pilar-pilar ini ditujukan untuk memperkuat daya saing BPR dalam menghadapi tantangan modernisasi, digitalisasi, serta memperluas jangkauan layanan keuangan formal, terutama di daerah yang belum terakses perbankan umum.
Pasal 12 yang mengatur peningkatan modal minimum BPR menjadi Rp50 miliar. Langkah ini diharapkan memperkokoh struktur permodalan BPR agar lebih tangguh dalam menghadapi risiko finansial dan memiliki ruang yang lebih luas untuk ekspansi kredit maupun inovasi produk keuangan. Kebijakan ini juga mendorong konsolidasi di antara BPR skala kecil agar tercipta efisiensi struktural di sektor keuangan mikro.
Pasal 18 menegaskan pentingnya integrasi teknologi dalam sistem operasional BPR, termasuk pengembangan layanan digital seperti mobile banking dan internet banking. Adopsi teknologi ini menjadi keniscayaan dalam menghadapi perkembangan fintech dan perubahan preferensi konsumen. Selain efisiensi operasional, inovasi digital juga memperkuat posisi BPR sebagai penyedia layanan keuangan yang inklusif dan responsif terhadap dinamika ekonomi lokal.
Pilar ketiga, yakni peningkatan tata kelola, memperkuat akuntabilitas dan transparansi lembaga keuangan daerah. Regulasi ini menuntut penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko yang sistemik, serta kepatuhan terhadap standar industri perbankan. Dengan penerapan tata kelola yang baik, kepercayaan publik terhadap BPR dapat meningkat, sehingga memperkuat fungsinya sebagai penggerak pembangunan ekonomi lokal.
Secara keseluruhan, UU No. 4 Tahun 2023 merupakan landasan hukum strategis untuk mentransformasi BPR menjadi institusi yang tidak hanya kuat secara finansial, tetapi juga adaptif secara digital dan akuntabel secara kelembagaan. Perubahan ini diharapkan menjadi motor penggerak bagi perluasan akses keuangan, pengembangan UMKM, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di daerah.
Teori hukum progresif yang dikemukakan Satjipto Rahardjo[footnoteRef:4] yang menekankan bahwa hukum tidak boleh dipandang sebagai sistem norma yang kaku, tetapi harus responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi. Dalam konteks transformasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Perekonomian Rakyat sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 2023, pendekatan ini tercermin dalam regulasi yang mengedepankan inklusi keuangan, digitalisasi layanan, dan penguatan tata kelola. Misalnya, penetapan modal minimum Rp50 miliar bagi BPR bertujuan memperkuat ketahanan lembaga keuangan, namun sekaligus menuntut fleksibilitas agar tidak menjadi beban berlebih bagi pelaku UMKM. Oleh karena itu, regulasi ini menjadi ilustrasi konkret bagaimana hukum dapat berperan sebagai alat perubahan sosial sekaligus instrumen pembangunan ekonomi daerah.
Hukum progresif juga menuntut adanya keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses implementasi regulasi. Pemerintah, regulator, dan pelaku usaha perlu membangun dialog yang konstruktif agar kebijakan yang diterapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan di lapangan. Selain itu, pendekatan berbasis teknologi dalam transformasi BPR juga harus dibarengi dengan literasi keuangan yang memadai bagi masyarakat. Tanpa pemahaman yang baik tentang penggunaan layanan perbankan digital, kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan justru bisa menimbulkan kesenjangan baru. Oleh karena itu, hukum progresif harus selalu mempertimbangkan aspek sosial dalam setiap regulasi yang dibuat. Dengan demikian, teori hukum progresif dalam konteks adaptasi regulasi perbankan menunjukkan bahwa hukum harus senantiasa berkembang dan menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi serta kebutuhan masyarakat. Transformasi BPR ke BPR merupakan contoh nyata bagaimana regulasi dapat diubah untuk menjawab tantangan zaman, khususnya dalam meningkatkan akses keuangan melalui pemanfaatan teknologi. Namun, keberhasilan implementasi regulasi ini sangat bergantung pada fleksibilitas kebijakan, kesiapan infrastruktur, serta keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Transformasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Perekonomian Rakyat merupakan kebijakan strategis yang bertujuan memperkuat peran lembaga keuangan mikro dalam mendorong inklusi keuangan dan stabilitas ekonomi daerah. Dalam implementasinya, keseimbangan regulasi menjadi faktor krusial. Gunawan Widjaja[footnoteRef:5] menekankan bahwa regulasi yang terlalu ketat memang dapat memperkuat sistem keuangan, tetapi juga berisiko meminggirkan lembaga keuangan kecil, khususnya yang beroperasi di wilayah dengan keterbatasan sumber daya. Untuk itu, pendekatan bertahap seperti pemberian insentif fiskal dan program pendampingan diperlukan agar proses transformasi dapat dijalankan secara berkelanjutan. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan infrastruktur digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Pasal 18 UU No. 4 Tahun 2023 mewajibkan digitalisasi layanan perbankan, namun tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, implementasi kebijakan ini justru dapat memperlebar kesenjangan layanan keuangan. BPR di wilayah terpencil masih menghadapi kendala akses internet dan listrik yang stabil, sehingga perlu adanya intervensi negara dalam pembangunan infrastruktur digital yang merata dan inklusif.
Regulasi yang terlalu kompleks juga dapat menimbulkan beban kepatuhan yang tinggi bagi BPR. Peningkatan standar modal, teknologi, dan pelaporan dapat berdampak pada profitabilitas, sehingga banyak BPR kecil yang berisiko mengalami konsolidasi atau likuidasi. Jika hal ini terjadi secara masif, justru akan mengurangi kompetisi dan akses keuangan di daerah terpencil. Untuk menghindari dampak negatif ini, pemerintah perlu mempertimbangkan pemberian insentif perpajakan dan skema pembiayaan khusus bagi BPR yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi persyaratan regulasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator memiliki peran strategis dalam memastikan keberlanjutan transformasi ini. OJK perlu menerapkan pendekatan pengawasan berbasis risiko (risk-based supervision) agar BPR dengan profil risiko tinggi mendapatkan perhatian lebih. 
Perlindungan konsumen juga menjadi aspek penting dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, yang mengatur larangan praktik rentenir serta kewajiban transparansi suku bunga. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi terhadap nasabah kecil. Namun, sosialisasi yang efektif harus dilakukan agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai nasabah BPR. Tanpa edukasi yang memadai, masyarakat tetap rentan terhadap praktik keuangan yang tidak sehat, seperti pinjaman informal dengan bunga tinggi. Dalam jangka panjang, transformasi BPR dapat meningkatkan stabilitas sistem keuangan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Peningkatan tabungan masyarakat di BPR akan memperkuat peran intermediasi keuangan, sementara ekspansi kredit UMKM dapat berkontribusi pada pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun, dampak makroekonomi dari kebijakan ini baru dapat terlihat secara signifikan dalam kurun waktu 5–10 tahun setelah implementasi.
BPR juga didorong untuk mengembangkan inovasi produk keuangan, seperti pembiayaan syariah, pembiayaan hijau, dan layanan berbasis teknologi, termasuk peer-to-peer lending. Inovasi ini dapat menjawab kebutuhan spesifik masyarakat, seperti pembiayaan pertanian berkelanjutan atau energi terbarukan, yang semakin relevan dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan. Di sisi lain, risiko geopolitik dan faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar dan kenaikan suku bunga global dapat mempengaruhi kinerja BPR. Oleh karena itu, penguatan sistem manajemen risiko menjadi langkah yang tidak dapat diabaikan. Strategi mitigasi, seperti lindung nilai (hedging) terhadap risiko pasar, dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan daya tahan BPR terhadap gejolak ekonomi global. 
Peran akademisi dalam mendukung transformasi ini juga sangat penting. Penelitian lanjutan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dapat membantu mengevaluasi efektivitas kebijakan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi. Misalnya, survei kepuasan nasabah dan analisis laporan keuangan BPR dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dari perspektif ekonomi institusional, tantangan utama dalam implementasi regulasi baru adalah kesiapan institusi lokal. Di beberapa daerah, budaya “patron-klien” masih dominan, sehingga prinsip tata kelola modern perlu disosialisasikan dengan pendekatan yang lebih berbasis kultural agar tidak menimbulkan resistensi yang berlebihan. Dengan meningkatnya indeks keuangan inklusif Indonesia yang mencapai 67,2% pada 2022, transformasi BPR diharapkan dapat meningkatkan akses layanan keuangan yang lebih berkualitas[footnoteRef:6]. Namun, peningkatan akses harus dibarengi dengan peningkatan literasi keuangan agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan BPR secara optimal dan bertanggung jawab. Sebagai kesimpulan, transformasi BPR menjadi BPR merupakan langkah visioner yang dapat memperkuat ekonomi daerah, tetapi implementasinya harus dilakukan dengan hati-hati. Beberapa rekomendasi strategis yang perlu diperhatikan adalah penyediaan infrastruktur digital yang merata, program pelatihan SDM bersubsidi, insentif perpajakan bagi BPR di daerah tertinggal, mekanisme pengawasan yang adaptif, serta evaluasi berkala oleh lembaga independen[footnoteRef:7]. Dengan langkah-langkah tersebut, BPR dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan dan berkeadilan. Namun, keberhasilan transformasi ini tidak hanya ditentukan oleh faktor teknis dan kebijakan strategis, tetapi juga oleh kesesuaian antara realitas empiris dan norma hukum yang mengaturnya.
Konsep dikotomi antara das Sein (apa yang ada) dan das Sollen (apa yang seharusnya) menjadi penting dalam memahami kesenjangan antara realitas hukum yang terjadi di masyarakat dan norma hukum yang ideal dalam sistem peraturan perundang-undangan. Dalam konteks penelitian ini, das Sein menggambarkan realitas bahwa sebagian pemerintah daerah pemilik BPR (BUMD) belum sepenuhnya melakukan perubahan regulasi daerah berupa Peraturan Daerah (PERDA), meskipun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 telah mengamanatkan transformasi nomenklatur dan peran kelembagaan BPR menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Di sisi lain, das Sollen merepresentasikan keharusan normatif bahwa seluruh BPR BUMD wajib menyesuaikan struktur kelembagaan dan dasar hukumnya agar sejalan dengan peraturan nasional, dalam rangka mendukung penguatan sektor keuangan dan pembangunan ekonomi daerah.
Ketimpangan antara das Sein dan das Sollen tersebut menjadi celah yang perlu dianalisis secara yuridis dan empiris. Sebab, apabila regulasi lokal tidak segera disesuaikan, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum serta potensi hambatan dalam operasional BPR BUMD sebagai instrumen kebijakan fiskal daerah. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjembatani perbedaan antara realitas implementatif dengan kehendak normatif pembentuk undang-undang, sebagaimana menjadi tujuan utama pendekatan hukum yang bersifat deskriptif sekaligus preskriptif.
Berdasarkan kompleksitas permasalahan di atas, maka penelitian ini difokuskan pada aspek yuridis terhadap perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, dengan penekanan khusus pada konsekuensi hukum yang dihadapi oleh BPR milik pemerintah daerah (BUMD). Fokus penelitian diarahkan untuk mengkaji dampaknya terhadap pembangunan ekonomi daerah dan kebutuhan penyesuaian regulasi daerah, khususnya dalam bentuk perubahan atau pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) sebagai dasar operasional kelembagaan. Penelitian ini tidak bertujuan untuk membahas aspek teknis perbankan secara rinci, seperti manajemen risiko, sistem operasional, maupun keuangan internal, melainkan menitikberatkan pada dimensi hukum kelembagaan dan kebijakan sektor publik di tingkat daerah.
Berikut beberapa penelitian Tesis mengenai perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat, diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Rifky Naufal dan Dina W. Kariodimedjo, Judul Tesis: Implikasi Hukum Atas Perubahan Nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat Menjadi Bank Perekonomian Rakyat Berdasarkan Undang‑Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Tahun 2025. Tesis ini pada intinya membahas mengenai implikasi hukum perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dengan menyoroti kebutuhan penyesuaian anggaran dasar melalui RUPS, dampak terhadap keabsahan dokumen hukum nasabah, khususnya sertifikat hak tanggungan, serta pentingnya restrukturisasi administratif dan sosialisasi guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan nasabah dalam proses transisi kelembagaan.[footnoteRef:8]
2. RA Retno Murni, Judul Penelitian: Revitalisasi Peranan Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat Sebagai Penggerak Roda Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah, Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2025. Penelitian ini pada intinya membahas mengenai kesiapan revitalisasi Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat sesuai UU Nomor 4 Tahun 2023, melalui perubahan nomenklatur, kebijakan, tata kelola, skala operasional, dan manajemen risiko, sebagai upaya optimasi fungsi lembaga dalam mendorong peran BPR sebagai penggerak utama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).[footnoteRef:9]
3. Adiesty Elfitri & Novira Elyana, Judul: Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Bank Perekonomian Rakyat Pasca Terbitnya Undang‑Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Fakultas Hukum Univesitas Bung Hatta Tahun 2024. Penelitian ini pada intinya membahas mengenai pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Bank Perekonomian Rakyat pasca berlaku Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, dengan pendekatan yuridis normatif yang menegaskan bahwa BPR kini berada di bawah tiga status pengawasan OJK normal, penyehatan, dan resolusi serta memiliki fungsi baru seperti penghimpunan dan penyaluran dana antar bank, valas, dan penyertaan modal di lembaga pendukung sesuai batasan regulasi.[footnoteRef:10]
Sebagian besar kajian mengenai perubahan nomenklatur BPR berfokus pada aspek legalitas umum dan implikasi administratif di tingkat pusat, namun belum banyak yang menelaah secara spesifik konsekuensi hukum dan kelembagaan yang harus dihadapi oleh BPR milik pemerintah daerah, terutama kebutuhan perubahan Peraturan Daerah (PERDA) sebagai dasar pendirian dan operasional. Hal inilah yang menjadi celah penting yang ingin dikaji lebih dalam dalam penelitian ini. Maka penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai implikasi hukum perbankan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dan mengembangkan cakupan tersebut dengan menganalisis efek pada pembangunan ekonomi daerah dan inklusi keuangan lokal, karena menurut sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai dampak perubahan nomenklatur BPR terhadap pembangunan ekonomi daerah, khususnya dalam peningkatan akses keuangan dan pertumbuhan UMKM lokal yang sebelumnya kurang diperhatikan dalam penelitian sebelumnya. Berdasarkan uraian di atas, penulis memiliki ketertarikan dan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap permasalahan tersebut. Topik ini dipandang relevan dan penting untuk diteliti lebih lanjut secara mendalam agar dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh serta kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu di bidang perbankan. Maka penulis akan melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam Tesis yang berjudul “Implikasi Hukum Perubahan Nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat Menjadi Bank Perekonomian Rakyat Terhadap Pembangunan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor”
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Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana implikasi hukum perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat terhadap pembangunan ekonomi daerah dalam perspektif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023?
2. Apa saja tantangan yuridis dan kelembagaan yang dihadapi dalam implementasi perubahan nomenklatur BPR, khususnya bagi BPR milik pemerintah daerah yang memerlukan penyesuaian regulasi daerah (PERDA) sebagai syarat legalitas operasional?
[bookmark: _Toc211603752]Tujuan Penelitian
1. Untuk menganalisis dan memahami implikasi hukum dari perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat terhadap pembangunan ekonomi daerah dan konsekuensi regulasi pada tingkat pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji tantangan yuridis dan kelembagaan, khususnya yang dihadapi oleh BPR milik pemerintah daerah (BUMD) dalam melakukan penyesuaian terhadap regulasi lokal seperti perubahan atau pembentukan Peraturan Daerah (PERDA).
Adapun batasan penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap BPR milik pemerintah daerah (BUMD), dengan penekanan pada aspek regulasi kelembagaan dan kebijakan daerah (PERDA) yang muncul sebagai konsekuensi perubahan nomenklatur berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2023. Penelitian ini tidak mencakup aspek teknis operasional perbankan seperti sistem internal, struktur risiko, atau teknologi finansial.
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[bookmark: _Toc211603754]1. Secara Teoretis
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perbankan dan kelembagaan keuangan mikro, dengan menyoroti aspek kepastian hukum dalam transformasi nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat serta relevansinya terhadap teori pembangunan ekonomi daerah.
b. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperkaya khazanah literatur ilmiah melalui pendekatan multidisipliner yang mengkaji peran strategis Bank Perekonomian Rakyat dalam mendorong inklusi keuangan, aksesibilitas pembiayaan UMKM, dan akselerasi pertumbuhan ekonomi lokal pasca-implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.
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a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan sektor perbankan, khususnya bank perekonomian rakyat milik daerah, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 guna memperkuat kapasitas keuangan daerah dan memperluas peran intermediasi keuangan lokal. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan dan harmonisasi peraturan pelaksana di tingkat daerah dan lembaga, guna menjamin konsistensi transformasi kelembagaan dengan prinsip tata kelola yang baik dan perlindungan hukum bagi masyarakat serta memberikan kontribusi normatif terhadap penyusunan dan harmonisasi regulasi daerah (PERDA) dalam rangka penyesuaian hukum kelembagaan BPR milik pemerintah daerah.
b. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber rujukan yang bernilai bagi kalangan praktisi perbankan, akademisi, dan mahasiswa dalam memahami dinamika reformasi sektor keuangan di tingkat daerah, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada pelaku usaha mikro dan kecil mengenai peluang pembiayaan dan pengembangan usaha sebagai implikasi dari perubahan regulasi tersebut.
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Penelitian ini dibangun di atas tiga landasan teori utama yang menjadi pijakan analitis untuk memahami transformasi nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat dalam konteks hukum, kelembagaan, dan pembangunan daerah, yaitu Teori Kepastian Hukum, Teori Hukum Progresif, dan Teori Pembanguan Ekonomi Daerah. Ketiga teori ini saling terkait dalam menelaah dampak normatif dan empiris dari perubahan kelembagaan keuangan lokal berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Teori Kepastian Hukum menjadi fondasi awal yang penting karena menuntut agar setiap perubahan regulasi memberikan kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas bagi seluruh pemangku kepentingan. Sebagaimana dinyatakan oleh Julyano[footnoteRef:11], kepastian hukum lahir dari norma yang disusun secara sistematis dan dilaksanakan tanpa diskriminasi, sehingga memberi rasa aman bagi subjek hukum dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Prinsip ini tercermin dalam ketentuan mengenai permodalan minimum, tata kelola, dan digitalisasi BPR yang diatur secara tegas dalam UU No. 4 Tahun 2023. [11:  Mario Julyano, “Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” Jurnal Crepido, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 25–34.] 

Selanjutnya, Teori Hukum Progresif yang dikemukakan oleh Rahardjo dalam Setiawan[footnoteRef:12] dan diperkuat oleh kajian kontemporer dalam penelitiannya menekankan bahwa hukum tidak boleh bersifat kaku dan semata-mata prosedural, melainkan harus adaptif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks transformasi BPR, prinsip hukum progresif tercermin dari upaya regulasi untuk memperluas akses keuangan, mendorong inklusi keuangan bagi UMKM, dan mengintegrasikan teknologi digital dalam operasional perbankan daerah.[footnoteRef:13] Hal ini menunjukkan bahwa hukum berperan bukan hanya sebagai alat kontrol sosial, melainkan juga sebagai sarana rekayasa sosial untuk mendorong perubahan menuju tatanan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. [12:  Bayu Setiawan, “Penerapan Hukum Progresif oleh Hakim untuk Mewujudkan Keadilan Substantif,” Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 12, No. 1, 2022, hlm. 45–58.]  [13:  Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta, Genta Press, 2017.] 

Lebih lanjut, Teori Pembangunan Ekonomi Daerah menekankan bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus bersifat partisipatif, desentralistis, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat lokal.[footnoteRef:14] Dalam kerangka UU No. 4 Tahun 2023, transformasi BPR diharapkan menjadi instrumen strategis untuk memperkuat perekonomian daerah melalui penyediaan pembiayaan bagi UMKM, peningkatan literasi keuangan, dan pengembangan infrastruktur digital perbankan. Regulasi ini secara normatif memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam mendorong stabilitas ekonomi melalui kebijakan inklusif yang mendukung penguatan modal, inovasi layanan keuangan, serta sinergi antara pemerintah daerah, otoritas keuangan, dan pelaku usaha lokal.[footnoteRef:15] [14:  Mudrajad Kuncoro, Perencanaan Pembangunan Daerah: Teori dan Aplikasi, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2018.]  [15:  Kementerian Keuangan RI, Laporan Perkembangan Sektor Keuangan Daerah 2023, Jakarta, Kemenkeu, 2023.] 

Dari perspektif doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan, UU No. 4 Tahun 2023 menjadi landasan utama yang memadukan kepastian hukum dengan fleksibilitas implementasi. Doktrin kepastian hukum menekankan pentingnya aturan yang tegas dan dapat ditegakkan, sedangkan doktrin hukum progresif menuntut agar hukum mampu menjawab tantangan zaman melalui inovasi regulasi.[footnoteRef:16] Dengan demikian, perubahan nomenklatur BPR menjadi BPR bukan sekadar formalitas administratif, melainkan langkah strategis untuk mewujudkan sektor keuangan daerah yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing.[footnoteRef:17] [16:  Bayu Setiawan, “Penerapan Hukum Progresif oleh Hakim untuk Mewujudkan Keadilan Substantif,” Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 12, No. 1, 2022, hlm. 45–58.]  [17:  Mario Julyano, op. cit., hlm. 25–34.] 

Dengan demikian, kerangka teori yang mengintegrasikan Teori Kepastian Hukum, Teori Hukum Progresif, dan Teori Pembangunan Ekonomi Daerah, serta didukung oleh doktrin hukum dan regulasi terkait, memberikan landasan konseptual yang komprehensif untuk menganalisis perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Melalui perspektif kepastian hukum, penelitian ini menilai kejelasan dan konsistensi regulasi pusat dan daerah dalam mendukung transformasi kelembagaan keuangan daerah. Pendekatan hukum progresif memungkinkan analisis terhadap fleksibilitas regulasi dalam merespons kebutuhan inklusi keuangan dan perkembangan teknologi perbankan, sementara teori pembangunan ekonomi daerah menyoroti peran BPR sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal. Keseluruhan kerangka pemikiran ini menjadi dasar analisis yuridis-empiris yang kuat untuk merumuskan arah kebijakan dan regulasi yang efektif, inklusif, dan berkeadilan dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah di era desentralisasi.
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[bookmark: _Hlk209721843]Penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis implikasi hukum atas perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Fokus analisis diarahkan pada dampaknya terhadap pembangunan ekonomi daerah dan implikasi terhadap regulasi daerah, khususnya dalam hal perubahan atau pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) untuk BPR milik pemerintah daerah (BUMD).
1. [bookmark: _Toc211603758]Metode Pendekatan
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, yang secara komplementer menggabungkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dengan observasi praktik implementasi kebijakan di daerah. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah asas hukum, prinsip legalitas, serta kesesuaian antara Undnag-Undang Nomor 4 Tahun 2023 denagn peraturan pelaksana di tingkat daerah, khususnya Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur operasionalisasi Bank Perekonomian Rakyat milik pemerintah daerah. Pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh data faktual mengenai implementasi kebijakan melalui studi laprangn, wawancara dengan pemangku kepentingan (seperti Otoritas Jasa Keuangan, pengelola BPR BUMD, DPRD, dan pejabat daerah), serta telaah dokumen kebijakan daerah terkait proses perubahan nomenklatur dan penyesuaian regulasi.
Penelitian ini juga bersifat preskriptif, dalam arti tidak hanya mendeskripsikan permasalahan hukum yang ada, tetapi juga bertujuan memberikan analisis evaluatif dan rekomendasi kebijakan guna memperkuat peran BPR sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah serta mempercepat integrasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan kebijakan yang signifikan, baik dalam pengembangan teori hukum perbankan daerah, maupun dalam praktik penyusunan regulasi sektoral yang responisf terhadap dinamika pembangunan ekonomi lokal.
[bookmark: _Toc211603759]2. Spesifikasi Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan secara sistematis permasalahan hukum terkait perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Kajian dilakukan dengan menelaah keterkaitan antar norma hukum yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun daerah, serta mengevaluasi kesesuaian regulasi sektoral dan kebijakan kelembagaan dalam proses implementasinya di lingkungan pemerintah daerah. Penelitian hukum deskriptif digunakan untuk menelusuri fakta-fakta hukum dan menganalisis konsekuensinya secara normatif.
Di samping itu, penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu tidak hanya menjelaskan kondisi atau ketentuan hukum yang berlaku (das Sollen), tetapi juga menilai efektivitas penerapan norma tersebut dalam praktik (das Sein), serta merumuskan rekomendasi hukum dan kebijakan kelembagaan yang diperlukan guna mendukung transformasi kelembagaan BPR dan memperkuat perannya dalam pembangunan ekonomi daerah. Spesifikasi ini memungkinkan penelitian memberikan kontribusi yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga aplikatif terhadap tata kelola sektor keuangan daerah.
[bookmark: _Toc211603760]3. Tahapan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang terstruktur dan sistematis guna memperoleh hasil analisis yang komprehensif dan mendalam. Tahap pertama adalah tahap persiapan, yang dimulai dengan perumusan masalah, penentuan tujuan dan kegunaan penelitian, serta penyusunan kerangka teori dan kerangka pemikiran. Pada tahap ini, peneliti juga melakukan studi awal terhadap literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen kebijakan yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tetang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta peraturan pelaksananya.
Tahap kedua adalah pengumpulan data, yang terbagi dalam dua pendekatan. Untuk pendekatan yuridis normatif, data dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan OJK, PERDA terkait operasional BPR/BUMD, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan putusan pengadilan yang relevan. Sedangkan dalam pendekatan empiris, data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan, seperti pejabat Otoritas Jasa Keuangan, pengelola BPR milik pemerintah daerah (BUMD), pejabat dinas terkait, serta anggota DPRD yang terlibat dalam pembentukan atau revisi PERDA. Peneliti juga mengumpulkan data dari dokumen resmi, laporan tahunan BPR, serta dokumen perencanaan pembangunan daerah yang relevan.
Tahap ketiga adalah analisis data, di mana data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan menghubungkan data normatif dan empiris untuk melihat kesesuaian antara norma hukum yang berlaku (das Sollen) dengan implementasinya dalam praktik di daerah (das Sein). Peneliti juga melakukan interpretasi terhadap ketentuan hukum dan kecenderungan kebijakan kelembagaan, serta menilai efektivitas regulasi yang berlaku dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.
Tahap terakhir adalah penyusunan hasil dan rekomendasi, yang mencakup perumusan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran kebijakan dan formulasi hukum yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan peran Bank Perekonomian Rakyat dalam mendorong inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil dari seluruh tahapan ini dituangkan dalam bentuk tesis sebagai kontribusi ilmiah dan praktis dalam pengembangan hukum perbankan daerah serta perumusan kebijakan yang lebih responsif dan inklusif.
[bookmark: _Toc211603761]4. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua jalur pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris, yang secara komplementer digunakan untuk memperoleh data hukum dan data faktual yang mendukung analisis secara menyeluruh.
Pendekatan yuridis normatif, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research). Teknik ini mencakup penelusuran dan kajian terhadap bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang relevan, serta Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur perubahan nomenklatur dan operasional Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah (BPR BUMD). Selain itu, bahan hukum sekunder seperti buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel, dokumen kebijakan, dan hasil penelitian sebelumnya juga dikaji sebagai bahan pendukung. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia juga digunakan untuk melengkapi pemahaman atas istilah dan prinsip-prinsip hukum yang digunakan.
Pendekatan empiris, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan, khususnya dengan wawancara semi-terstruktur kepada sejumlah informan kunci yang dianggap memiliki pengetahuan dan peran strategis dalam implementasi kebijakan. Informan tersebut antara lain pejabat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengelola BPR milik Pemerintah Daerah (BUMD), pejabat dinas teknis terkait perencanaan dan perekonomian daerah, serta anggota DPRD yang terlibat dalam proses pembentukan atau revisi PERDA. Selain itu, teknik dokumentasi juga digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari dokumen-dokumen resmi seperti laporan kinerja BPR, notulensi rapat pembahasan PERDA, serta berita acara konsultasi publik.
Kombinasi antara studi dokumen dan wawancara dalam pengumpulan data ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dan praktik implementasi di lapangan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk melakukan verifikasi silang (triangulasi data) guna meningkatkan validitas temuan dan mendukung analisis secara deskriptif, normatif, sekaligus evaluatif.

[bookmark: _Toc211603762]5. Metode Analisis Data
Data dalam penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif-yuridis, yaitu dengan menggambarkan data normatif dan empiris secara sistematis, kemudian dikaji berdasarkan asas dan prinsip hukum untuk menilai kesesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini juga bersifat preskriptif, karena bertujuan untuk memberikan rekomendasi hukum dan kelembagaan guna memperkuat efektivitas implementasi transformasi Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat.
Tahapan analisis data dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut:
a. Analisis Normatif
1) Mengkaji bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, POJK, dan PERDA yang relevan, untuk menilai prinsip legalitas dan kepastian hukum.
2) Menggunakan pendekatan interpretatif terhadap norma hukum dan prinsip konstitusional terkait penguatan sektor keuangan daerah.
3) Menilai hubungan antara regulasi nasional dan daerah dalam konteks perubahan nomenklatur dan peran BPR BUMD.
b. Analisis Empiris
1) Mengolah hasil wawancara, dokumen kebijakan, serta observasi lapangan dengan metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
2) Menggambarkan dinamika implementasi regulasi di daerah, termasuk kesiapan kelembagaan, proses perubahan PERDA, dan respons para pemangku kepentingan.
3) Mengidentifikasi kesenjangan antara norma (das Sollen) dan praktik (das Sein) sebagai dasar evaluasi hukum.
c. Penarikan Kesimpulan dan Rekomendasi
1) Menyusun simpulan hasil analisis secara integratif berdasarkan data normatif dan empiris.
2) Merumuskan rekomendasi preskriptif berupa alternatif kebijakan hukum dan strategi penguatan kelembagaan BPR milik pemerintah daerah.
3) Menyajikan solusi yang aplikatif untuk optimalisasi peran BPR dalam pembangunan ekonomi lokal dan peningkatan inklusi keuangan daerah.
[bookmark: _Toc211603763]6.  Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Bandung dipilih sebagai lokasi utama karena merupakan wilayah yang menjalankan proses penyesuaian kelembagaan dan regulasi terhadap perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Perekonomian Rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Informasi dan data empiris dalam penelitian ini diperoleh melalui interaksi langsung dengan berbagai pihak yang relevan, seperti pejabat pemerintah daerah, anggota DPRD Kabupaten Bandung, serta pemangku kepentingan sektor keuangan daerah yang terlibat dalam proses transformasi tersebut.
Kota Bandung dipilih sebagai lokasi pendukung, terutama untuk studi pustaka di Perpustakaan Universitas Langlangbuana Bandung, serta pengumpulan data tambahan dari lembaga pengawasan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Jawa Barat.

[bookmark: _Toc211603764][bookmark: _Hlk209904989]BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN KONSEPSI HUKUM TERHADAP TRANSFORMASI BANK PERKREDITAN RAKYAT MENJADI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

A. [bookmark: _Toc211603765]Tinjauan Umum Tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perekonimian Rakyat
[bookmark: _Toc211603766]1. Sejarah dan Perkembangan BPR
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berawal dari keinginan untuk membantu para petani, pegawai, dan buruh supaya terlepas dari jeratan pelepas uang (rentenir) yang memberikan kredit dengan bunga sangat tinggi. Sejarah BPR dimulai sejak abad ke-19 pada masa kolonial Belanda dengan pembentukan lembaga seperti Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani, dan Bank Dagang Desa. Lembaga-lembaga ini bertujuan membantu masyarakat di pedesaan dalam mendapatkan pembiayaan yang lebih layak.[footnoteRef:18]
Setelah kemerdekaan Indonesia, banyak lembaga keuangan kecil mulai didirikan, seperti Bank Pasar dan Bank Karya Produksi Desa (BKPD). Pada awal 1970-an, pemerintah juga mendirikan Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) yang menjadi salah satu cikal bakal lembaga keuangan mikro di daerah. Momentum penting bagi BPR adalah pada tahun 1988, saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober 1988 (PAKTO 1988) melalui Keputusan Presiden RI No.38 yang memberikan kepastian hukum dan membuka peluang pendirian BPR baru. Kebijakan ini menjadikan BPR sebagai lembaga yang secara resmi diakui dengan kegiatan usaha yang jelas.
Tahun 1992 BPR mendapatkan landasan hukum yang jelas melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang memasukkan BPR sebagai salah satu jenis bank di luar bank umum. Undang-undang ini memberikan aturan yang mengikat tentang pelaksanaan kegiatan usaha BPR, yang meliputi penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lain yang disamakan; pemberian kredit; serta penempatan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, atau tabungan di bank lain.
BPR memiliki batasan kegiatan, seperti tidak diperbolehkannya menerima simpanan giro, ikut dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan valuta asing tanpa izin, penyertaan modal, usaha perasuransian, atau kegiatan lain di luar yang diperbolehkan.
Pengaturan dan pengawasan BPR dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, dana yang disimpan di BPR dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) selama memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Bentuk hukum BPR kini bisa berupa Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi.
Sejalan dengan perkembangan zaman, BPR juga mengalami transformasi untuk menyesuaikan dengan perubahan ekonomi dan teknologi, tetap fokus melayani usaha kecil dan menengah serta masyarakat di daerah pedesaan. Baru-baru ini, BPR juga berganti nama menjadi Bank Perekonomian Rakyat, yang menandai penguatan peran dan fungsinya dalam perekonomian nasional.
[bookmark: _Toc211603767]2. Latar Belakang Perubahan Nomenklatur Menjadi BPR (Bank Perekonomian Rakyat)
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) telah lama menjadi lembaga keuangan mikro yang memainkan peran vital dalam mendorong perkembangan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan kalangan masyarakat menengah ke bawah di Indonesia. Namun, seiring dinamika perkembangan sektor keuangan nasional dan kebutuhan penguatan peran BPR dalam perekonomian, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menginisiasi perubahan nomenklatur dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Perubahan ini tidak hanya sekedar nama, tetapi juga merupakan upaya strategis untuk memperluas ruang gerak dan fungsi BPR sebagai penggerak utama roda perekonomian rakyat.
Pergeseran nomenklatur ini bermakna penting dalam rangka memberikan identitas baru kepada BPR sebagai lembaga yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan ekonomi masyarakat. Bank Perekonomian Rakyat diharapkan tidak hanya menjadi penyedia jasa keuangan mikro, tetapi juga berperan aktif dalam mendorong akselerasi pembangunan ekonomi di tingkat daerah dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tersebut. Selain itu, melalui perubahan ini, BPR diposisikan agar dapat menjalankan kegiatan usaha yang lebih luas, termasuk menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kredit, melakukan transfer dana, hingga kerja sama dengan lembaga keuangan lain yang mendukung penguatan sektor keuangan mikro.
Perubahan nomenklatur ini juga telah diikuti dengan penyesuaian regulasi yang mengatur tata kelola, fungsi, dan kegiatan usaha BPR agar sesuai dengan kerangka regulasi yang lebih modern dan relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Keputusan perubahan nama ini juga memerlukan persetujuan dari pemegang saham, notaris, serta otoritas berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai bentuk legalitas agar fungsi dan peranan bank dapat berjalan dengan optimal dan membawa manfaat nyata bagi perekonomian rakyat di tanah air. Dengan demikian, perubahan nomenklatur menjadi Bank Perekonomian Rakyat mencerminkan niat kuat pemerintah untuk memperkuat sektor keuangan inklusif yang mampu memberikan dampak sosial dan ekonomi lebih luas bagi masyarakat Indonesia.
[bookmark: _Toc211603768]3 Peran BPR dalam Perekonomian Daerah
Bank Perekonomian Rakyat (BPR) memegang peranan strategis dalam mendukung perekonomian daerah, khususnya dengan fokus pada pemberian layanan keuangan yang inklusif kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat ekonomi rendah di wilayah terpencil dan pedesaan. BPR berfungsi sebagai jembatan keuangan yang memungkinkan akses dana yang sebelumnya sulit didapat oleh masyarakat dan pelaku usaha di daerah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara menyeluruh.[footnoteRef:19]
Secara konkret, BPR berperan sebagai fasilitator pembiayaan yang tidak hanya menyediakan kredit dengan persyaratan yang lebih fleksibel dan mudah dibandingkan bank konvensional, tetapi juga mendukung pemerataan peluang usaha di daerah. Dengan dana yang dihimpun dari masyarakat setempat melalui simpanan tabungan dan deposito, BPR menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam bentuk kredit modal kerja dan investasi. Siklus ini mempercepat perputaran uang di perekonomian lokal dan membantu menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan daya beli masyarakat.[footnoteRef:20]
Lebih lanjut, BPR juga berfungsi sebagai agen inklusi keuangan yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan keuangan, menabung, dan akses ke kredit yang sehat. Dengan jaringan yang lebih dekat dan pelayanan yang personal, BPR mampu memahami karakteristik dan kebutuhan ekonomi masyarakat lokal sehingga dapat memberikan solusi keuangan yang tepat sasaran. Hal ini sangat penting dalam mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman informal dengan bunga tinggi, seperti rentenir, yang dapat memberatkan kondisi ekonomi mereka.[footnoteRef:21]
Selain itu, BPR membantu menggerakkan perekonomian daerah dengan memperkuat struktur keuangan mikro yang menjadi fondasi utama pengembangan ekonomi di level akar rumput. Keberadaan BPR dalam aspek sosial-ekonomi juga berperan dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.[footnoteRef:22]
Peran BPR dalam perekonomian daerah tidak hanya sekadar sebagai lembaga keuangan, tetapi lebih luas dalam menggerakkan roda ekonomi lokal, memperkuat sektor UMKM, serta memperluas akses keuangan untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.
[bookmark: _Toc211603769]4. Tantangan dan Peluang BPR
Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebagai lembaga keuangan mikro yang berperan penting dalam mendukung perekonomian daerah menghadapi berbagai tantangan signifikan di era modern ini. Tantangan utama yang meliputi aspek regulasi, teknologi, sumber daya manusia, dan daya saing menjadi fokus utama dalam pengembangan BPR agar tetap relevan dan berdaya saing. Secara regulasi, penerapan standar pelaporan keuangan internasional (IFRS) dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) menjadi kendala yang menuntut BPR untuk beradaptasi dengan cepat. Banyak BPR harus menghadapi tekanan likuiditas dan efisiensi operasional yang belum optimal, sebagaimana tercermin dari penutupan sejumlah BPR selama tahun 2024 akibat lemahnya pengelolaan internal dan tingginya beban operasional.[footnoteRef:23]
Di sisi teknologi, tantangan digitalisasi menjadi sangat krusial. Banyak BPR mengalami keterbatasan dalam mengadopsi teknologi informasi dan core banking system yang mumpuni sehingga menimbulkan tantangan dalam meningkatkan efisiensi layanan dan keamanan transaksi. Transformasi digital ini diperlukan untuk menyesuaikan ekspektasi nasabah yang semakin mengutamakan kemudahan, keamanan, dan kecepatan layanan perbankan. Selain itu, persaingan dari fintech dan lembaga keuangan non-bank yang semakin agresif juga menuntut inovasi produk dan layanan dari BPR agar dapat tetap bertahan dan menarik nasabah baru.[footnoteRef:24]
Tantangan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi isu penting, di mana penguatan kapabilitas SDM BPR perlu dilakukan untuk meningkatkan professionalisme dan kemampuan dalam menghadapi tantangan industri yang terus berkembang (Perbarindo, 2023). Permasalahan permodalan dan disparitas skala usaha antar BPR juga menimbulkan ketidakmerataan kapasitas dalam menjalankan fungsi bisnisnya, sehingga konsolidasi dan penguatan modal menjadi isu strategis.[footnoteRef:25]
Meski menghadapi berbagai tantangan, BPR juga memiliki peluang yang cukup besar. Dengan posisi strategis di tingkat lokal, BPR dapat menggali potensi pasar mikro dan UMKM yang masih luas dan memiliki kebutuhan pembiayaan yang belum terpenuhi. Era digitalisasi yang menuntut inovasi juga bisa menjadi peluang bagi BPR untuk mengadopsi teknologi baru, memperluas jangkauan layanan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, peran BPR sebagai lembaga inklusi keuangan menjadi sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di berbagai daerah di Indonesia.[footnoteRef:26]
Strategi penguatan kapasitas internal, pengembangan teknologi informasi, dan kolaborasi dengan institusi finansial lainnya, seperti fintech, merupakan langkah kunci yang dapat membantu BPR dalam mengatasi tantangan sekaligus menggali peluang agar dapat tetap bertahan dan berkembang dalam lanskap perbankan yang kompetitif.
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Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman[footnoteRef:27] menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Ketiganya saling berinteraksi membentuk dinamika dalam penegakan hukum dan pelaksanaan kebijakan publik. [27:  Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, 2021] 

Struktur hukum merujuk pada kerangka kelembagaan hukum, seperti lembaga pengadilan, kepolisian, dan aparat penegak hukum, yang berperan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan hukum secara sistematis. Substansi hukum adalah isi atau materi hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sedangkan budaya hukum merupakan nilai-nilai, sikap, dan praktik hukum yang dianut masyarakat dan aparat penegak hukum, yang memberi makna dan menggerakkan hukum dalam kehidupan sosial nyata. Budaya hukum mencakup dimensi internal (budaya hukum penegak hukum) dan eksternal (budaya hukum masyarakat umum), dan dianggap sebagai komponen paling vital untuk keberlangsungan hukum yang hidup dan adaptif. Dengan demikian, ketiga unsur ini harus berjalan beriringan agar hukum dapat ditegakkan secara efektif dan memberikan keadilan sesuai konteks sosialnya. Teori ini memberikan kerangka yang komprehensif untuk memahami dinamika sistem hukum secara sosial dan kelembagaan.
Perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR), teori ini menjadi relevan karena menggambarkan bagaimana substansi hukum (UU No. 4 Tahun 2023 dan POJK No. 7 Tahun 2024) memengaruhi struktur kelembagaan (OJK, pemerintah daerah, dan BPR) serta budaya hukum di masyarakat keuangan daerah. Perubahan nomenklatur bukan hanya perubahan formal, melainkan bagian dari restrukturisasi sistem hukum perbankan mikro yang lebih terintegrasi dalam sistem keuangan nasional.
[bookmark: _Toc211603771]C. Teori Kepastian Hukum
Teori Kepastian Hukum merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan negara hukum dan keberlangsungan pembangunan ekonomi yang teratur dan berkeadilan. Kepastian hukum mengacu pada kondisi di mana peraturan hukum dibuat dan diterapkan dengan jelas, konsisten, dan dapat dipahami sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian atau multitafsir di masyarakat. Dalam konteks perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat, kepastian hukum menjadi sangat krusial untuk menjamin bahwa regulasi terkait diterapkan secara konsisten baik oleh pemerintah daerah maupun lembaga keuangan yang bersangkutan.[footnoteRef:28]
Lebih lanjut, kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo memberikan jaminan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dalam penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, kepastian hukum tidak hanya sebagai bentuk perlindungan hukum tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin implementasi kebijakan pengembangan dan penguatan sektor keuangan secara efektif dan efisien, yang pada gilirannya mendukung pembangunan ekonomi daerah.[footnoteRef:29]
Nusrhasan Ismail menegaskan bahwa struktur internal norma hukum harus memenuhi persyaratan seperti kejelasan konsep, kejelasan hirarki, serta konsistensi untuk mencapai kepastian hukum yang sesungguhnya[footnoteRef:30]. Hal ini relevan dalam konteks regulasi daerah dan perubahan nomenklatur bank yang harus secara jelas mendefinisikan ruang lingkup, fungsi, dan kewenangan Bank Perekonomian Rakyat agar tidak menimbulkan kontroversi ataupun ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya di tingkat daerah.
Dengan demikian, teori kepastian hukum menuntut agar peraturan yang membahas perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat harus mampu menciptakan kepastian normatif dan praktis, meminimalisir multitafsir, dan menjamin keberlanjutan regulasi yang berimbang antara perlindungan hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi semua pihak yang terkait.
[bookmark: _Toc211603772]D. Teori Hukum Progresif
	Teori Hukum Progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo dalam Fitriani dkk[footnoteRef:31] menegaskan paradigma hukum sebagai suatu instrumen sosial yang harus terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat agar memberikan keadilan substantif yang sesungguhnnya. Hukum dalam perspektif progresif bukanlah sesuatu yang statis dan mutlak, melainkan sebuah proses dinamis yang harus melayani manusia dan mewujudkan keadilan berdasarkan nilai sosial dan konteks kemasyarakatan yang berkembang.[footnoteRef:32]
Dalam konteks perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, teori hukum progresif dapat menjadi dasar untuk memaknai regulasi bukan sekadar formalitas administratif, namun sebagai bentuk hukum yang responsif terhadap kebutuhan nyata pembangunan ekonomi daerah dan regulasi daerah[footnoteRef:33]. Pendekatan ini menghendaki adanya fleksibilitas dan keberanian dalam menafsirkan perundang-undangan agar tujuan keadilan sosial yang lebih luas dapat direalisasikan.[footnoteRef:34]
Satjipto Rahardjo mengkritik pendekatan formalis hukum yang kaku dan menuntut agar penegak hukum berani melakukan interpretasi yang kreatif dan kontekstual demi mewujudkan keadilan substantif; makna ini sangat relevan dalam mengakomodasi perubahan struktural seperti reformasi nomenklatur bank yang berdampak langsung pada pengembangan ekonomi lokal. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, melainkan medium untuk mencapai perubahan sosial dan keadilan yang inklusif.[footnoteRef:35]
Konsep hukum progresif menuntut partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi, sehingga kebijakan penguatan sektor keuangan di daerah dapat mencerminkan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat, sekaligus menyeimbangkan antara aspek legal formal dengan nilai-nilai keadilan sosial. Pendekatan ini menjadi relevan untuk menjawab tantangan implementasi regulasi yang bersifat sensitif terhadap dinamika sosial-ekonomi daerah.[footnoteRef:36]
Dengan demikian, teori hukum progresif memberikan kerangka konseptual yang mendukung pemahaman bahwa perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat harus didukung oleh regulasi yang fleksibel, adaptif, dan berpihak pada keadilan substantif guna mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan inklusif sesuai nilai-nilai Pancasila.
[bookmark: _Toc211603773]E. Teori Negara Hukum dan Otonomi Daerah
Teori Negara Hukum di Indonesia menegaskan prinsip bahwa seluruh penyelenggaraan negara harus didasarkan pada hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum sebagai dasar pengendalian kekuasaan negara dan perlindungan hak warga negara.[footnoteRef:37] Dalam kerangka ini, negara hukum berfungsi sebagai alat untuk menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, yang pada gilirannya memberikan fondasi kokoh bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Negara hukum Indonesia berbeda dengan negara hukum barat karena berakar pada Pancasila sebagai sumber nilai dan falsafah hukum yang mengedepankan keadilan sosial dan demokrasi.
	Teori Otonomi Daerah menegaskan pentingnya desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar daerah dapat mengelola dan mengatur urusan pemerintahan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Otonomi daerah tidak hanya membuka peluang pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dan efisien tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan.[footnoteRef:38]
	Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam konteks perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat harus dilihat sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas ekonomi daerah dengan basis hukum yang kuat dan jelas.[footnoteRef:39] Regulasi yang adaptif dalam kerangka negara hukum akan menjamin pelaksanaan otonomi daerah secara sinergis, memaksimalkan potensi daerah sambil tetap berada dalam koridor hukum yang memberikan kepastian dan akuntabilitas.
Menurut teori modern negara hukum, pembatasan dan pemencaran kekuasaan negara menjadi elemen penting agar kekuasaan tidak disalahgunakan dan terjadi keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi. Hal ini penting dalam konteks transformasi bank daerah agar regulasi yang mengatur tidak hanya memberikan ruang bagi pengembangan tapi juga pembinaan yang konsisten agar tujuan pembangunan ekonomi daerah dapat terwujud dengan baik.
Oleh karena itu, teori negara hukum dan otonomi daerah secara sinergis menjadi kerangka konseptual yang mendasari analisis implikasi hukum perubahan nomenklatur bank ini, dengan harapan perubahan tersebut akan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi daerah dan regulasi daerah yang lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi.
[bookmark: _Toc211603774]F. Teori Pembangunan Ekonomi Daerah
Teori Pembangunan Ekonomi Daerah menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya oleh pemerintah daerah bersama masyarakat dan sektor swasta dalam rangka menciptakan peluang kerja dan merangsang pertumbuhan ekonomi wilayah secara berkelanjutan.[footnoteRef:40] Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses terpadu yang melibatkan dimensi ekonomi, fisik, dan sosial, yang bertujuan mempercepat kemajuan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.[footnoteRef:41]
Dalam konteks era otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengelola pembangunan ekonomi sesuai karakteristik dan potensi lokalnya, sehingga perencanaan pembangunan harus fokus pada sektor unggulan yang memiliki daya saing dan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah.[footnoteRef:42] Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi secara sistematis terhadap berbagai aspek pembangunan untuk mengoptimalkan peran pusat pertumbuhan (growth poles) yang mampu mendorong pertumbuhan wilayah sekitarnya dan mengurangi disparitas antarwilayah.[footnoteRef:43] [42:  Imambang Eka Sulistya, “Penentuan Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Analisis Interaksi
Spasial Antarwilayah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Vol 8 No 1, Januari 2025]  [43:  R. Sulistya dkk., “Penentuan Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Analisis Konektivitas Wilayah di Indonesia,” Jurnal Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 15, No. 2, 2025.] 

Transformasi nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, melekatkan harapan baru dalam penguatan sektor keuangan daerah yang dapat memperbesar akses pembiayaan terhadap UMKM dan investasi daerah.[footnoteRef:44] Penguatan kapasitas sektor keuangan ini diharapkan mampu memberikan stimulus signifikan bagi pembangunan ekonomi daerah yang inklusif, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi lokal di tingkat nasional dan global. [44:  Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah (LPEFD) Edisi XL – Agustus 2023: Menyukseskan Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Potensi Regional dan Menjaga Risiko Fiskal. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2023.] 

Pendekatan pembangunan ekonomi daerah juga harus memperhatikan keberlanjutan dengan pengelolaan sumber daya alam yang bijak dan memanfaatkan teknologi serta inovasi sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi.[footnoteRef:45] Infrastruktur yang memadai dan konektivitas antarwilayah menjadi faktor kunci untuk mendorong efektivitas distribusi sumber daya dan memperluas pasar lokal.[footnoteRef:46] [45:  Djohansyah, T. Teknologi dan Inovasi dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Jurnal Ekonomi dan Digitalisasi, 2025.]  [46:  Khusnul Khatimah, “Peran PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jawa Tengah terhadap Perekonomian Indonesia,” Jurnal of Development Economic and Digitalization Vol. 4, No. 1 (2025): 1–13.] 

Dengan demikian, teori pembangunan ekonomi daerah memberikan landasan konseptual bahwa perubahan nomenklatur bank tersebut memiliki implikasi strategis bagi pembangunan ekonomi daerah dengan berbasis pada regulasi yang adaptif dan kebijakan fiskal yang mendukung, sebagai wujud implementasi otonomi daerah yang berdaya dan mandiri secara ekonomi.
[bookmark: _Toc211603775]G. Kajian Regulasi
Kajian regulasi dalam konteks perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat termasuk dalam pengaturan yang terkait dengan pengembangan dan penguatan sektor keuangan daerah. Regulasi merupakan fondasi hukum yang mengatur tata kelola lembaga keuangan serta interaksi antara pemerintah, regulator, dan pelaku usaha di sektor keuangan. Pengaturan yang jelas dan terpadu sangat diperlukan agar perubahan nomenklatur dapat diaplikasikan dengan efektif dan memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi daerah serta peningkatan inklusi keuangan.[footnoteRef:47] Kajian regulasi pada dasarnya bertujuan untuk mencari keseimbangan antara kewenangan pengaturan, perlindungan konsumen, serta penguatan stabilitas sistem keuangan melalui kerangka hukum yang adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan ekonomi dan teknologi.[footnoteRef:48] [47:  Marbun, A., & Indroharto, A. Kajian Regulasi Keuangan di Indonesia, Jurnal Hukum dan Ekonomi, 2024.]  [48:  Sari, D. Regulasi dan Pengawasan Sektor Keuangan, Jurnal Ilmu Hukum, 2023.] 

[bookmark: _Toc211603776]1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 merupakan regulasi terbaru yang mengatur ekosistem sektor keuangan di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan perekonomian nasional yang tangguh dengan pengaturan yang memperkuat kelembagaan, stabilitas sistem keuangan, dan pengembangan industri jasa keuangan secara terpadu dan berkelanjutan.[footnoteRef:49] Dalam UU ini, sektor perbankan, termasuk BPR sebagai bank yang berperan penting dalam pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mendapatkan penguatan regulasi agar perannya dapat diperluas dan dimaksimalkan[footnoteRef:50]. UU ini juga menegaskan sinergi pengawasan antara OJK, Bank Indonesia, dan lembaga terkait lainnya untuk menjaga sistem keuangan yang stabil sekaligus responsif terhadap perkembangan industri keuangan yang semakin dinamis[footnoteRef:51]. Perubahan nomenklatur BPR menjadi Bank Perekonomian Rakyat menjadi bagian dari upaya penguatan kelembagaan dan pengembangan sektor keuangan daerah sesuai dengan regulasi ini. [49:  Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, LN No. 4 Tahun 2023.]  [50:  Kementerian Keuangan RI. Laporan Penguatan Sektor Keuangan Daerah, 2023.]  [51:  Otoritas Jasa Keuangan. Mekanisme Sinergi Pengawasan Sektor Keuangan, OJK, 2023.] 

2.3.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengelolaan BPR BUMD
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) secara khusus mengatur pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).  Permendagri Nomor 21 Tahun 2024 adalah regulasi terbaru yang mengatur pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) milik Pemerintah Daerah. Permendagri ini menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017, serta menyesuaikan pengelolaan BPR dan BPRS dengan dinamika kebutuhan dan perkembangan regulasi yang berlaku.
Kegiatan usaha BPR milik Pemda menurut Permendagri No. 21/2024 meliputi berbagai aktivitas utama, seperti:
a) Menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan tabungan, deposito berjangka, dan bentuk simpanan lain yang dipersamakan.
b) Menyalurkan dana melalui pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
c) Melaksanakan kegiatan transfer dana untuk kepentingan sendiri atau nasabah.
d) Menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain.
e) Melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing.
f) Melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR milik Pemda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
g) Melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain atau pihak non-keuangan dalam memberikan layanan jasa keuangan.
h) Melaksanakan kegiatan pengalihan piutang dan/atau kegiatan lainnya yang mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Untuk BPR Syariah milik Pemda, kegiatan usaha mencakup:
a) Menghimpun dana dari masyarakat.
b) Menyalurkan dana kepada masyarakat berdasarkan berbagai akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, qardh, ijarah, dan akad lainnya yang sesuai prinsip syariah.
c) Menempatkan dan menerima penempatan dana dari bank syariah lain berdasarkan akad wadi'ah atau mudharabah.
Permendagri ini juga mengatur aspek tata kelola BPR dan BPRS yang wajib menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan internal yang ketat demi menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan daerah tersebut. Regulasi ini menjadi dasar hukum yang jelas dan komprehensif untuk memperkuat fungsi BPR dan BPRS sebagai lembaga keuangan daerah yang inklusif dan berdaya saing[footnoteRef:52].  [52:  Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan BPR BUMD, Permendagri Permendagri No. 21 Tahun 2024] 

Regulasi ini bertujuan membangun kemandirian ekonomi daerah dengan mendorong BPR BUMD berperan aktif sebagai agen pembangunan yang memberikan pelayanan keuangan yang inklusif dan berkualitas. Kebijakan ini juga mengatur mekanisme tata kelola yang transparan dan akuntabel, sekaligus mendorong inovasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam manajemen BPR BUMD.[footnoteRef:53] [53:  Santoso, B. Tata Kelola dan Inovasi BPR BUMD, Jurnal Manajemen Keuangan Daerah, 2024.] 

[bookmark: _Toc211603777]2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK dan SE OJK) Terkait BPR
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas dan regulator sektor keuangan mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) dan Surat Edaran (SE OJK) yang khusus mengatur tata kelola, operasional, dan pengawasan Bank Perkreditan Rakyat. POJK No. 7 Tahun 2024 yang diundangkan pada 30 April 2024 adalah regulasi terbaru yang mengatur pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat. Regulasi ini mengatur aspek kelembagaan BPR dan BPR Syariah mulai dari pendirian, kepemilikan, kepengurusan, penambahan jaringan kantor, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, hingga pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham. Peraturan ini menjadi landasan hukum penting dalam penguatan industri BPR supaya menjadi lembaga keuangan yang berintegritas, adaptif, dan berdaya saing, serta berkontribusi secara optimal pada layanan keuangan bagi pelaku usaha mikro dan kecil di wilayahnya.[footnoteRef:54] [54:  Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.] 

POJK ini menghilangkan ketentuan yang mensyaratkan kepemilikan BPR harus sepenuhnya oleh warga negara Indonesia dan/atau pemerintah daerah. Dengan adanya POJK No. 7 Tahun 2024, BPR dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. Bahkan, BPR kini dapat melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang membuka peluang kepemilikan oleh investor asing melalui badan hukum di Indonesia, sehingga memberikan akses permodalan yang lebih luas bagi BPR.
POJK juga mengatur mengenai kewajiban BPR melakukan konsolidasi atau penggabungan sesuai dengan penilaian kesiapan manajemen risiko dan infrastruktur teknologi information yang memadai. Terdapat batas waktu pelaksanaan konsolidasi yang dibedakan antara BPR milik pemerintah daerah dan BPR non-pemerintah daerah dengan tujuan menjaga stabilitas dan daya saing sektor BPR di masa depan.
Surat Edaran OJK (SEOJK) yang terbit sebagai pelaksanaan dan detail teknis dari POJK 7/2024 mengatur kewajiban pelaporan kelembagaan BPR, kriteria penilaian pengawasan, pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, serta kewajiban pelaporan keuangan sesuai standar yang berlaku. SEOJK ini bertujuan mendukung implementasi POJK secara efektif serta memastikan kepatuhan BPR terhadap ketentuan regulasi yang berlaku untuk menjaga kesehatan dan perlindungan konsumen.[footnoteRef:55] [55:  SEOJK No. 03/SEOJK.03/2024 tentang Tata Kelola BPR dan BPRS.] 

Regulasi OJK ini merupakan instrumen vital untuk menjamin kesehatan, keamanan, dan keberlanjutan BPR dalam melaksanakan fungsi intermediasi keuangan di tingkat daerah. POJK dan SE OJK menetapkan standar kepatuhan, pengelolaan risiko, pelaporan keuangan, dan perlindungan konsumen yang wajib dipenuhi oleh BPR. Selain itu, regulasi OJK mendukung peningkatan inklusi keuangan dengan mendorong BPR memperluas jangkauan layanan keuangan kepada segmen usaha mikro dan kecil yang belum terlayani optimal oleh perbankan konvensional.

[bookmark: _Toc211603778]BAB III
KONDISI EMPIRIS DAN ANALISIS AWAL TERHADAP IMPLEMENTASI PERUBAHAN NOMENKLATUR BANK PERKREDITAN RAKYAT

[bookmark: _Toc211603779]A. Gambaran Umum Obyek Penelitian
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan mikro yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah melalui penyaluran kredit, khususnya kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). BPR berfungsi sebagai jembatan antara sistem keuangan formal dan masyarakat yang belum sepenuhnya terlayani oleh perbankan konvensional. Dalam konteks pembangunan daerah, BPR tidak hanya berperan sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan akses keuangan di tingkat lokal.
Transformasi nomenklatur dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mencerminkan upaya pemerintah untuk memperkuat peran BPR sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Perubahan ini meliputi aspek permodalan, tata kelola, dan digitalisasi layanan perbankan. Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap BPR mampu meningkatkan daya saing, memperluas inklusi keuangan, serta memperkuat stabilitas sektor keuangan di daerah.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK)[footnoteRef:56] jumlah BPR di Indonesia hingga 2023 mencapai lebih dari 1.500 BPR dengan total aset sekitar Rp200 triliun. Namun, tantangan utama yang dihadapi BPR adalah kebutuhan permodalan yang lebih tinggi, pengembangan infrastruktur teknologi informasi, serta penguatan regulasi daerah melalui Peraturan Daerah (PERDA) sebagai dasar legalitas operasional BPR milik pemerintah daerah (BUMD). [56:  Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Indonesia, Vol. 22 No. 1, Desember 2023, Jakarta, Departemen Pengelolaan Data dan Statistik OJK, 2024, hlm. 99.] 

Penelitian ini secara komprehensif mengkaji implikasi hukum perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Perubahan nomenklatur ini dipahami bukan semata-mata sebagai pergantian nama, melainkan sebagai transformasi kelembagaan yang membawa dampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah, khususnya di Provinsi Jawa Barat.
Secara yuridis, perubahan nomenklatur memperkuat kedudukan BPR dalam sistem hukum nasional dengan pengawasan langsung Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini memberikan kepastian hukum, meningkatkan kredibilitas, dan memastikan keterpaduan BPR dalam sistem keuangan nasional. Bagi BPR milik Pemerintah Daerah (BUMD), proses penyesuaian ini menuntut perubahan peraturan daerah (Perda) sebagai landasan legal operasional, sehingga terjadi harmonisasi antara regulasi pusat dan daerah.
Perspektif ekonomi, transformasi ini membuka peluang perluasan usaha BPR melalui penghimpunan dana, penyaluran kredit, dan layanan keuangan lainnya yang lebih berdaya guna bagi masyarakat lokal, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan status badan hukum Perseroan Terbatas (Perseroda), BPR daerah dapat meningkatkan permodalan, memperbaiki tata kelola, dan mengadopsi teknologi digital untuk mendukung inklusi keuangan yang berkelanjutan.
Hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas mekanisme perubahan antara BPR swasta dan BPR milik pemerintah daerah. BPR swasta relatif lebih cepat menyesuaikan nomenklatur melalui RUPS dan izin OJK, sementara BPR daerah menghadapi proses lebih kompleks yang melibatkan perubahan Perda, persetujuan DPRD, serta mekanisme administrasi daerah. Kompleksitas ini melahirkan tantangan yuridis, terutama terkait kepastian hukum, legalitas operasional, dan potensi sanksi dari regulator apabila keterlambatan terjadi.
Penelitian ini menemukan bahwa implementasi regulasi di tingkat daerah menghadapi hambatan koordinasi antar instansi, keterbatasan modal, kesenjangan sumber daya manusia, serta disparitas infrastruktur digital. Tantangan-tantangan ini berimplikasi pada keterbatasan BPR dalam memperluas akses pembiayaan, integrasi dengan sistem keuangan nasional, dan penguatan peran dalam pemberdayaan ekonomi lokal.
Penelitian ini menegaskan bahwa perubahan nomenklatur BPR menjadi Bank Perekonomian Rakyat adalah momentum penting untuk memperkuat sektor keuangan mikro dan mendorong pembangunan ekonomi daerah. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada harmonisasi regulasi pusat-daerah, kesiapan kelembagaan, ketersediaan modal, serta dukungan infrastruktur dan sumber daya manusia. Transformasi ini tidak hanya menuntut penyesuaian hukum, tetapi juga strategi optimalisasi agar BPR dapat menjalankan peran strategisnya dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah secara inklusif, berkelanjutan, dan sesuai amanat UU P2SK.
B. [bookmark: _Toc211603780]Kondisi Implementasi Perubahan Nomenjlatur Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2023
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 pasal 314 mengatur bahwa nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” yang ada sebelum UU ini berlaku dimaknai dengan “Bank Perekonomian Rakyat”, dan penggantian nomenklatur tersebut wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak pengundangan. Undnag-Undnag ini juga menghapus ketentuan kepemilikan BPR harus 100% WNI atau Pemda, membuka potensi kepemilikan oleh badan hukum termasuk asing melalui pasar modal dengan persyaratan tertentu.
Peran dan Kebijakan OJK melalui POJK Nomor 7 Tahun 2024 yang merupakan turunan dari UU P2SK mengatur secara rinci tentang perubahan nomenklatur BPR menjadi Bank Perekonomian Rakyat dan BPR Syariah menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah. POJK ini mengatur:
1. Bentuk badan hukum BPR yang kini dapat berupa perseroan terbatas (PT) atau koperasi.
2. Persyaratan modal dasar, tata kelola, dan profil risiko bagi BPR yang ingin melakukan penawaran umum saham.
3. Wilayah jaringan kantor BPR yang dibatasi dalam satu provinsi, dengan ketentuan khusus bagi penggabungan antarpulau.
4. Kewajiban konsolidasi antara BPR dalam satu grup kepemilikan dalam pulau yang sama dengan tenggat waktu 2 tahun umum dan 3 tahun khusus untuk BPR milik pemerintah daerah.
5. Mekanisme pengajuan persetujuan penggunaan izin usaha dengan nama baru ke OJK dan sanksi administratif bagi yang tidak melaksanakan perubahan nomenklatur tepat waktu.
C. Data Empiris dan Progres Implementasi di Jawa Barat
Data empiris dan progres implementasi menunjukkan adanya dinamika dalam proses penyesuaian tersebut. Studi terdahulu menegaskan bahwa perubahan nomenklatur tidak hanya memerlukan penyesuaian administratif dan regulasi, tetapi juga adaptasi budaya kelembagaan agar fungsi BPR sebagai lembaga keuangan mikro yang inklusif tetap terjaga.[footnoteRef:57] Hal ini selaras dengan teori sistem hukum Friedman yang menekankan pentingnya keseimbangan antara struktur hukum, substansi, dan budaya hukum dalam memastikan efektivitas implementasi kebijakan. [57:  Widodo, T. (2019). Budaya Hukum dan Implementasi Kebijakan Keuangan Mikro. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 15(1), 23-37.] 

Secara kelembagaan, BPR milik daerah menghadapi tantangan yuridis dan administratif dalam menyelaraskan Perda dengan UU Nomor 4 Tahun 2023, yang menuntut harmonisasi regulasi tanpa mengganggu fungsi pelayanan kepada UMKM dan masyarakat lokal.[footnoteRef:58] Tekanan ini mencerminkan paradigma negara hukum yang memerlukan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pemangku kepentingan, yang menjadi prasyarat utama dalam melakukan transformasi nomenklatur serta menjalankan operasional perbankan secara efisien.[footnoteRef:59] [58:  Kusuma, R. (2020). Harmonisasi Regulasi Perbankan Daerah dalam Konteks Otonomi Daerah. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(3), 89-105.]  [59:  Soekanto, S. (2017). Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar. RajaGrafindo Persada.] 

Dari perspektif ekonomi daerah, perubahan nomenklatur diharapkan mendongkrak kontribusi BPR terhadap pembiayaan UMKM sekaligus memperluas akses ke sumber permodalan yang lebih aman dan terpercaya. Data awal menunjukkan adanya peningkatan minat pasar terhadap produk-produk keuangan yang terafiliasi dengan sistem perbankan yang resmi dan berlegalitas tinggi.[footnoteRef:60] Namun demikian, perubahan ini juga perlu diiringi dengan kebijakan yang mendukung penguatan kapabilitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi agar BPR mampu beradaptasi dengan tuntutan ekonomi digital dan perkembangan regulasi OJK.[footnoteRef:61] [60:  Santoso, B. (2021). Peran BPR dalam Pengembangan UMKM di Era Digital. Jurnal Pengembangan Wilayah dan Kota, 59(4), 112-130.]  [61:  Yuliani, D. (2019). Transformasi Perbankan Mikro di Indonesia: Tantangan Teknologi dan Regulasi. Jurnal Manajemen dan Bisnis, 22(1), 67-81.] 

Penggabungan data kuantitatif dan kualitatif melalui analisis deskriptif awal ini menjadi landasan penting untuk memahami secara holistik tantangan dan peluang dalam implementasi perubahan nomenklatur BPR, sekaligus menyediakan kerangka bagi evaluasi kebijakan dan rekomendasi strategis ke depan.
Transformasi BPR menjadi Bank Perekonomian Rakyat didorong oleh beberapa fakta empiris yang relevan, antara lain:
1. Modal Minimum – Pasal 12 UU No. 4 Tahun 2023 mewajibkan modal minimum BPR sebesar Rp50 miliar, jauh lebih tinggi dibanding ketentuan sebelumnya.
2. Digitalisasi Layanan – Pasal 18 UU No. 4 Tahun 2023 mewajibkan BPR mengadopsi teknologi informasi, termasuk mobile banking dan platform digital, untuk memperluas akses keuangan.
3. Indeks Inklusi Keuangan – Berdasarkan laporan OJK, indeks inklusi keuangan Indonesia mencapai 67,2% pada 2022, menunjukkan peningkatan akses terhadap layanan keuangan formal, namun masih menyisakan tantangan literasi keuangan.
4. Peran UMKM – Sektor UMKM menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) dan mempekerjakan lebih dari 97% tenaga kerja, menjadikan BPR sebagai penyedia pembiayaan yang krusial di tingkat daerah.
Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa transformasi BPR tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan riil perekonomian daerah.
Selain itu, panduan teknis dan fasilitasi penyelesaian permasalahan regulasi juga harus menjadi prioritas agar BPR dapat menyesuaikan diri dengan kebijakan baru tanpa mengalami disrupsi operasional. Keberhasilan transformasi BPR juga sangat bergantung pada sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, Bank Indonesia, asosiasi perbankan, dan masyarakat. Pemerintah daerah dapat berperan dalam menyediakan data UMKM potensial yang dapat menjadi target pembiayaan BPR, sementara Bank Indonesia dapat menawarkan skema pendanaan khusus untuk meningkatkan daya tahan BPR dalam menghadapi dinamika pasar. Studi komparatif dengan negara lain menunjukkan bahwa pendekatan bertahap dalam transformasi lembaga keuangan mikro sangat diperlukan. Di Filipina, keberhasilan peningkatan modal Rural Bank didukung dengan program literasi keuangan masyarakat, sedangkan di India, tekanan regulasi yang berlebihan justru menyebabkan banyak lembaga keuangan mikro mengalami kebangkrutan. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari kedua kasus ini untuk merancang strategi implementasi yang lebih adaptif dan berkelanjutan.
[bookmark: _Toc211603781]C. Analisis Deskriptif Awal
Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa transformasi BPR menjadi Bank Perekonomian Rakyat menghadapi tantangan multi-dimensi, mulai dari aspek regulasi, infrastruktur, hingga kesiapan sumber daya manusia. Di sisi lain, potensi penguatan peran BPR dalam pembangunan ekonomi daerah sangat besar apabila implementasi regulasi disertai dukungan kebijakan yang tepat.
Analisis awal ini menjadi dasar bagi pembahasan pada Bab IV mengenai implikasi hukum, tantangan kelembagaan, serta formulasi kebijakan yang diperlukan untuk mengoptimalkan peran Bank Perekonomian Rakyat sebagai pilar penting dalam penguatan sektor keuangan daerah. 



[bookmark: _Toc211603782]BAB IV
PERUBAHAN NOMENKLATUR BANK PERKREDITAN RAKYAT
KE BANK PEREKONOMIAN RAKYAT: 
IMPLEMENTASI, KONTRIBUSI, DAN TANTANGAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

A. [bookmark: _Toc211603783]Implikasi Hukum Perubahan Nomenklatur terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah
Perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah, khususnya di Jawa Barat. Pergantian nama ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan simbol perluasan ruang lingkup kegiatan usaha yang lebih komprehensif, meliputi penghimpunan dana, penyaluran kredit, layanan tabungan dan deposito, transfer dana, serta kegiatan penunjang lainnya yang mendukung pemberdayaan ekonomi lokal.
Dari perspektif hukum, perubahan nomenklatur ini memperkuat kedudukan BPR sebagai lembaga keuangan yang resmi dan terintegrasi dalam sistem perbankan nasional dengan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kredibilitas institusi keuangan mikro tersebut di tingkat daerah, sehingga membuka peluang bagi BPR untuk berperan lebih aktif dalam menggerakkan perekonomian masyarakat menengah ke bawah.
Secara ekonomis, perubahan ini diharapkan mampu memperkuat kapitalisasi BPR, memperluas akses pembiayaan kepada pelaku UMKM dan masyarakat di daerah, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan ruang lingkup usaha yang lebih luas dan pengelolaan yang profesional sebagai Perseroan Terbatas, BPR di Jawa Barat dapat meningkatkan kualitas layanan keuangan, memperbaiki tata kelola bank, dan memaksimalkan manfaat kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah serta sasaran pembangunan nasional.
Perbandingan aturan dan mekanisme penyesuaian nomenklatur BPR antara BPR milik swasta dan BPR milik Pemerintah Daerah (BUMD) adalah sebagai berikut:
Tabel 4.1 Perbandingan aturan dan mekanisme penyesuaian nomenklatur BPR Swasta dan BPR Milik Pemerintah Daerah
	Aspek
	BPR Milik Swasta
	BPR Milik Pemerintah Daerah (BUMD)

	Dasar hukum
	Undang-Undang No. 4 Tahun 2023, POJK No. 7 Tahun 2024
	Undang-Undang No. 4 Tahun 2023, POJK No. 7 Tahun 2024, Permendagri No. 21 Tahun 2024, Perda terkait BUMD

	Bentuk badan hukum
	Perubahan dapat dilakukan melalui RUPS, perubahan anggaran dasar perusahaan, dan pengajuan izin perubahan nomenklatur kepada OJK
	Perubahan nomenklatur wajib melalui revisi Perda/Peraturan Kepala Daerah, RUPS Perseroda, dan izin OJK

	Mekanisme perubahan
	Restrukturisasi internal melalui RUPS dan administrasi di Kementerian Hukum dan HAM (untuk perubahan anggaran dasar), serta OJK
	Harus dilakukan revisi Perda sebagai dasar hukum lembaga, persetujuan DPRD, baru kemudian RUPS dan OJK

	Waktu penyesuaian
	Sesuai ketentuan POJK, maksimal 2 tahun setelah UU No.4/2023
	Waktu lebih kompleks karena melibatkan proses legislatif daerah dan administrasi OJK

	Fokus perubahan
	Tata kelola perusahaan dan penyesuaian nomenklatur sesuai UU dan POJK
	Selain aspek hukum perusahaan, harus sinkron dengan kebijakan daerah, pengelolaan modal daerah, dan Perda

	Pengawasan regulator
	OJK sebagai regulator utama yang memberikan izin dan pengawasan
	OJK bersama Pemda dan DPRD sebagai pengawas dan pembuat peraturan daerah terkait


Penyesuaian nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Perekonomian Rakyat sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2023 merupakan langkah strategis dalam memperkuat peran lembaga keuangan ini dalam perekonomian nasional. BPR swasta memiliki mekanisme perubahan yang relatif lebih sederhana dan cepat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan persetujuan OJK, sementara BPR milik Pemerintah Daerah (BUMD) harus melalui proses yang lebih kompleks, yakni perubahan Peraturan Daerah (Perda), persetujuan legislatif daerah, perubahan bentuk badan hukum yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Perbedaan ini mencerminkan dinamika hukum dan tata kelola yang berbeda, namun keduanya bertujuan memastikan keberlanjutan dan kepatuhan BPR dalam mendukung inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi regional. Reformasi ini menegaskan posisi strategis BPR dalam penguatan sektor keuangan yang inklusif.
Berdasarkan hasil analisis data, implikasi hukum dari perubahan nomenklatur BPR Milik Pemerintah Daerah dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1. Legalitas Operasional BPR Milik Daerah
BPR yang merupakan lembaga keuangan milik Pemerintah Daerah (BUMD) berdiri berdasarkan peraturan daerah (Perda) sebagai payung hukum operasionalnya. Oleh sebab itu, perubahan nomenklatur BPR tidak cukup hanya sebatas keputusan internal melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Yang terpenting adalah penyesuaian Perda yang mendasari keberadaan BPR tersebut agar secara yuridis kuat dan efektif mengikuti ketentuan baru dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.
Dari perspektif tata kelola pemerintahan dan hukum administrasi negara, perubahan Perda bagi BPR BUMD adalah langkah wajib untuk menjamin kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (lex superior derogat legi inferiori). Melalui penyesuaian Perda tersebut, lembaga BPR milik daerah dapat secara sah melakukan aktivitasnya dengan nomenklatur dan ruang lingkup usaha yang baru serta memperoleh pengawasan yang lebih efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.
Aturan Yuridis dan mekanisme yang mengatur perubahan nomenklatur BPR diantaranya:
1. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Pasal 314) mengatur tentang perubahan nomenklatur dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat termasuk perubahan kegiatan usaha.
2. Permendagri No. 21 Tahun 2024 adalah aturan yang mengatur secara khusus pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) milik Pemerintah Daerah. Peraturan ini memberikan landasan hukum dan teknis pengelolaan BPR/BPRS milik Pemerintah Daerah agar sejalan dengan perubahan nomenklatur pada UU No. 4 Tahun 2023, menjamin keberlanjutan dan penguatan peran BPR dalam perekonomian daerah.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 7 Tahun 2024 mengatur teknis perubahan nomenklatur dan tata kelola BPR serta mekanisme izin usaha dan perubahan badan hukum yang harus dipenuhi.
4. BPR milik Pemerintah Daerah (BUMD), keberadaannya diatur oleh peraturan daerah (PERDA), sehingga perubahan nomenklatur wajib diikuti oleh perubahan PERDA yang mengatur lembaga tersebut sebagai dasar hukum operasional.
5. Perubahan PERDA merupakan kewenangan DPRD dan harus melalui proses legislasi daerah.
6. Setelah revisi Perda dan RUPS, BPR harus mendapatkan persetujuan dan/atau izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator keuangan yang memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perbankan terbaru.
Dengan demikian, perubahan nomenklatur BPR milik pemda harus melalui proses yuridis berjenjang mulai dari revisi Perda, keputusan RUPS, dan persetujuan OJK agar perubahan memiliki kekuatan hukum yang lengkap dan implementatif.
Beberapa pemerintah daerah telah menindaklanjuti UU No. 4 Tahun 2023 dengan menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) baru untuk mengatur nomenklatur dan operasional Bank Perekonomian Rakyat. Provinsi Jawa Barat sebagai lokus penelitian penulis, menunjukkan bahwa Pemprov menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2024 telah menetapkan kebijakan strategis mengenai penggabungan dan perubahan nomenklatur sejumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik pemerintah daerah menjadi Perseroan Terbatas (Perseroda) dengan nomenklatur baru, yaitu PT Bank Perekonomian Rakyat Jabar (Perseroda)[footnoteRef:62]. [62:  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penggabungan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Karya Utama Jabar, PT BPR Wibawa Mukti Jabar, PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar, dan PT BPR Majalengka Jabar, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 271] 

Kebijakan ini secara spesifik mencakup penggabungan PT BPR Wibawa Mukti Jabar, PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar, dan PT BPR Majalengka Jabar ke dalam PT BPR Karya Utama Jabar, yang kemudian ditetapkan dengan nomenklatur baru sebagai PT Bank Perekonomian Rakyat Jabar (Perseroda). Perda tersebut memberikan landasan hukum yang tegas bagi transformasi kelembagaan BPR, mencakup perubahan bentuk badan hukum, penyeragaman nomenklatur, serta pengalihan seluruh aset, hak, dan kewajiban dari BPR yang digabungkan ke dalam entitas perseroan terbatas baru milik daerah. Dengan demikian, BPR hasil penggabungan memperoleh status badan hukum yang sah sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbentuk perseroan terbatas sesuai ketentuan perundang-undangan.
Lebih lanjut, Perda ini mencabut seluruh regulasi sebelumnya yang mengatur BPR dengan bentuk kelembagaan lama. Hal ini menandai berlakunya rezim hukum baru dalam tata kelola BPR di Jawa Barat yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yang mengamanatkan modernisasi, digitalisasi, dan penguatan struktur kelembagaan perbankan daerah untuk mendukung pembangunan ekonomi.
Selain di tingkat provinsi, beberapa pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki BUMD Bank Milik Pemerintah. Berikut Data & Produk Hukum Terkait BPR milik pemerintah daerah:
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Tabel 4.2 BPR Milik Pemerintah Daerah di Jawa Barat yang telah menyesuaikan Perda menjadi Bank Perekonomian Rakyat
	No.
	Nama BPR
	Daerah
	Nama Perda / Judul Peraturan Daerah
	Nomor / Tahun
	Tanggal Penetapan
	Keterangan

	1
	PT Bank Perekonomian Rakyat Jabar (Perseroda)
	Provinsi Jawa Barat
	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Perseroan Terbatas BPR Karya Utama Jabar
	4 / 2024
	25 April 2024
	Perda ini mengatur penggabungan beberapa BPR Jabar menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Jabar (Perseroda) dengan penyeragaman nomenklatur, pengalihan aset, dan transformasi kelembagaan.

	2
	PT BPR Kerta Raharja Perseroda
	Kabupaten Bandung
	Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja.
	6 / 2025
	23 Mei 2025
	Mengubah nomenklatur PT Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Perseroda menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda. Perda ini mengatur perubahan status, tata kelola, modal, kegiatan usaha, dan peran PT BPR Kerta Raharja sebagai Bank Perekonomian Rakyat milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung sesuai amanat UU No. 4 Tahun 2023.

	
	PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Bogor
	Kota Bogor
	Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Bogor
	1 / 2025
	23 Juni 2025
	Mengganti Perda lama (Perda No.9 Tahun 2020) tentang Perumda BPR Bank Kota Bogor; status menjadi Perseroda.

	
	PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang 
	Kabupaten Sumedang
	Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Nomenklatur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang menjadi Perseroda Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang
	5 / 2025
	10 Juni 2025
	Mengubah nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Sumedang menjadi Perseroda Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang, yang sebelumnya merupakan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Sumedang.

	
	PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Purwakarta (Perseroda)
	Kabupaten Purwakarta
	Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2025 tentang PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Purwakarta (Perseroda)
	4 / 2025
	24 April 2025
	Peraturan ini mengatur tentang nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri perusahaan dan anggaran dasar, modal, organ PT BPR Bank Purwakarta (perseroda).





Tabel 4.3 BPR Milik Pemerintah Daerah di Jawa Barat yang belum menyesuaikan Perda menjadi Bank Perekonomian Rakyat
	No.
	Nama BPR
	Daerah
	Keterangan

	1
	Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung
	Kota Bandung
	Hambatan signifikan komunikasi antar Bagian Hukum dan Bagian Ekonomi Pemkot Bandung (pihak eksekutif) menjadi faktor utama belum adanya upaya strategis pengajuan perubahan Perda. Kendala utama berupa biaya penyusunan Perda dan teguran dari OJK terkait pelaksanaan ini. Imbauan OJK sudah disampaikan, namun belum ada progres signifikan karena kurangnya koordinasi lintas instansi.

	2
	PT Bank Perekonomian Rakyat Subang Gemi Nastiti (Perseroda)
	Kabupaten Subang
	Perubahan nomenklatur hanya dilakukan melalui RUPS Luar Biasa dan perizinan OJK. Namun, sampai saat ini belum terdapat langkah formal untuk mengubah Perda terkait. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara BPR dengan pemerintah daerah (eksekutif) menjadi penghambat utama, sehingga dorongan dari pemerintah daerah sangat minim terhadap penyusunan raperda.

	3
	Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan
	Kabupaten Kuningan
	Perda asli pendirian masih berlaku tanpa ada penyesuaian nama atau badan hukum menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Belum ada informasi tentang hambatan internal yang spesifik, namun secara umum ini menandakan belum ada proses perubahan regulasi yang dilakukan secara aktif.

	4
	Perusahaan Umum Daerah BPR BKPD Pangandaran
	Kabupaten Pangandaran
	Belum ada penyesuaian Perda untuk mengakomodasi perubahan nomenklatur menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Secara kelembagaan, BPR masih beroperasi berdasarkan aturan lama tanpa adanya revisi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dan regulasi OJK terbaru.

	5
	Perusahaan Umum Daerah BPR Galuh Ciamis
	Kabupaten Ciamis
	Belum menginisiasi perubahan Perda terkait perubahan nomenklatur BPR. Hambatan berasal dari kurangnya sinergi antara BPR dengan pemerintah daerah dan keterbatasan sumber daya baik dalam hal regulasi maupun dukungan teknis.

	6
	Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka
	Kabupaten Majalengka
	Belum memproses perubahan Perda terkait perubahan nomenklatur BPR. Hambatan tidak hanya administratif tetapi juga pada komunikasi dan koordinasi antara BPR dan pemerintah daerah. Proses transformasi badan hukum membutuhkan penguatan komitmen dari eksekutif daerah untuk mendorong penyusunan Perda.







Implementasi perubahan nomenklatur BPR menjadi Bank Perekonomian Rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 merupakan langkah strategis dalam menguatkan sistem keuangan mikro dan mendukung inklusi keuangan di daerah. Namun, dalam praktiknya, banyak BPR milik pemerintah daerah di Jawa Barat menghadapi tantangan yuridis dan kelembagaan yang signifikan dalam penyesuaian Perda.
Hambatan utama yang kerap ditemui adalah koordinasi dan komunikasi antar instansi pemerintah daerah, khususnya antara badan hukum pengelola BPR dan pihak eksekutif daerah. Selain itu, aspek biaya dan sumber daya untuk penyusunan dan pembahasan Perda menjadi kendala yang tidak bisa diabaikan. Kurangnya dorongan dan pengawasan dari pemerintah daerah berimplikasi pada lambatnya proses perubahan Perda yang harusnya selaras dengan kerangka regulasi nasional dan otoritas jasa keuangan.
Kondisi ini menandakan pentingnya sinergi kebijakan dan penguatan kapasitas sumber daya kelembagaan pemerintah daerah agar dapat menjalankan fungsi regulasi dan pengawasan secara optimal. Penyusunan Perda yang mendukung transformasi BPR ke Bank Perekonomian Rakyat harus didukung oleh mekanisme koordinasi lintas sektor serta alokasi sumber daya yang memadai. Selain itu, edukasi dan penguatan kapasitas bagi pengambil kebijakan lokal menjadi kunci untuk mengatasi hambatan administratif dan birokrasi.
Dampak terhadap BPR milik pemerintah daerah yang belum merubah nomenklatur melalui Peraturan Daerah (Perda) menjadi Bank Perekonomian Rakyat diantaranya:
1. Kepastian Hukum dan Legalitas Operasional Terbatas
Tanpa penyesuaian Perda, status hukum BPR milik daerah menjadi tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang mengamanatkan perubahan nomenklatur dan badanhukum BPR. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi menyulitkan BPR dalam melakukan aktivitas bisnis dan kerja sama dengan lembaga lain. Legalitas operasional yang kurang kokoh juga meningkatkan risiko regulasi dan pengawasan dari OJK.
2. Hambatan dalam Akses Pendanaan dan Investasi
Status badan hukum lama yang belum diperbaharui bisa menghambat akses BPR ke sumber pendanaan baru, kapabilitas penyertaan modal, serta investasi yang biasanya lebih mudah diperoleh oleh Perseroan Terbatas (Perseroda). Hal ini membatasi kemampuan BPR dalam mengembangkan kapasitas usaha dan memperluas penyaluran kredit kepada masyarakat.
3. Keterbatasan Dalam Integrasi Sistem Keuangan dan Digitalisasi
Perubahan nomenklatur dan badan hukum menjadi Bank Perekonomian Rakyat terkait erat dengan integrasi digitalisasi sistem keuangan nasional. BPR yang belum melakukan perubahan regulasi cenderung mengalami kendala teknis dan administratif dalam mengadopsi layanan digital, termasuk integrasi ke dalam ekosistem BI-FAST dan layanan perbankan digital lainnya.
4. Dampak Reputasi dan Kepercayaan Publik
Ketidaksesuaian dengan regulasi baru dapat mempengaruhi reputasi BPR di mata masyarakat dan pelaku ekonomi lokal. Kepercayaan masyarakat bisa menurun apabila BPR dinilai belum mengikuti perkembangan regulasi dan praktik perbankan yang lebih modern, sehingga berpotensi menurunkan minat masyarakat untuk menggunakan layanan BPR tersebut.
5. Resiko Sanksi dan Teguran dari OJK
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat memberikan teguran administratif dan sanksi denda terhadap BPR milik daerah yang belum menyesuaikan Perda sesuai ketentuan UU dan POJK terkait. Sanksi ini tidak hanya berdampak finansial tetapi juga dapat menghambat kegiatan operasional dan rencana pengembangan BPR.
6. Keterbatasan dalam Peran Pemberdayaan Ekonomi Lokal
Ketidakpatuhan terhadap regulasi baru juga bisa membatasi kemampuan BPR untuk berperan optimal dalam pembangunan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM dan pemasyarakatan inklusi keuangan. Hal ini akibat keterbatasan dalam kapabilitas kelembagaan dan sumber daya yang terhambat oleh status hukum lama.
Secara keseluruhan, keterlambatan penyesuaian nomenklatur melalui Perda mengakibatkan berbagai risiko hukum, operasional, dan strategis yang dapat menghambat pertumbuhan dan kontribusi BPR milik pemerintah daerah terhadap pengembangan ekonomi lokal dan sistem keuangan nasional.
Hal ini menunjukkan bahwa perubahan nomenklatur BPR tidak hanya bersifat administratif, tetapi memerlukan payung hukum daerah sebagai landasan operasional. Tanpa regulasi daerah yang memadai, BPR milik pemerintah daerah menghadapi risiko ketidakpastian hukum dalam menjalankan fungsinya.
2. Peningkatan Akses Keuangan dan Kredit UMKM
Peningkatan akses keuangan dan penyaluran kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan motor penggerak penting dalam pembangunan ekonomi daerah di Indonesia. Data resmi menunjukkan bahwa setelah penyesuaian regulasi dan transformasi kelembagaan di sektor perbankan, terdapat peningkatan jumlah nasabah UMKM yang memperoleh kredit, meski dalam kisaran pertumbuhan yang moderat antara 1,95% hingga 2,18% secara tahunan hingga pertengahan tahun 2025.[footnoteRef:63] [63:  Kontan, “Kinerja BPR Masih Melambat hingga Semester I, Begini Kondisi Sejumlah Pemain,” diakses 2025, https://keuangan.kontan.co.id/news/kinerja-bpr-masih-melambat-hingga-semester-i-begini-kondisi-sejumlah-pemain] 

Pertumbuhan ini muncul di tengah kondisi likuiditas yang mengetat dan risiko kredit bermasalah (NPL) yang meningkat, khususnya di segmen Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di mana NPL mencapai 17,03%.[footnoteRef:64] Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun akses kredit bagi UMKM meningkat, kualitas kredit dan pengelolaan risiko perlu mendapatkan perhatian serius untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan UMKM. Transformasi kelembagaan yang menyertakan perbaikan regulasi, digitalisasi layanan, serta pendampingan dan edukasi bagi pelaku UMKM menjadi aspek penting dalam mendukung permodalan yang efektif bagi sektor produktif di daerah. Dengan demikian, transformasi kelembagaan berkontribusi positif namun harus diiringi strategi mitigasi risiko agar akses permodalan dapat optimal dan berkelanjutan. [64:  Otoritas Jasa Keuangan, “Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga di Tengah Meningkatnya Dinamika Global: RDKB April 2025,” Siaran Pers OJK.] 

3. Integrasi dengan Sistem Keuangan Nasional
Kewajiban digitalisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU No. 4 Tahun 2023 mendorong BPR untuk terhubung dengan ekosistem keuangan nasional, termasuk BI-FAST dan layanan perbankan digital. Namun, disparitas infrastruktur digital di daerah pedesaan masih menjadi hambatan serius dalam implementasinya.
Sementara data dari Badan Pengembangan SDM Kominfo Tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 30-40% kesenjangan digital di pedesaan disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, serta keterbatasan infrastruktur dan literasi digital. Masyarakat pedesaan banyak yang mengalami keterbatasan akses internet dan minimnya pelatihan digital, sehingga tingkat literasi digital masih rendah, mendekati 40% memiliki literasi digital yang kurang memadai.[footnoteRef:65] [65:  Masterplandesa, “Transformasi Digitas Mewujudkan e-Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat,” diakses 2025, https://www.masterplandesa.com/desa-digital/transformasi-digitas-mewujudkan-e-desa-untuk-kesejahtraaan-masyarakat/.] 

Skor indeks infrastruktur digital di pedesaan mencapai sekitar 57,09, dan keterampilan digital sekitar 56,59, yang masih tergolong rendah untuk mendukung digitalisasi ekonomi.[footnoteRef:66] Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun ada kemajuan, masih dibutuhkan investasi intensif dalam infrastruktur digital, serta program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan digital masyarakat di pedesaan agar dapat memanfaatkan teknologi secara optimal.  [66:  Asep Koswara, “Digitalisasi Ekonomi di Pedesaan: Mengkaji Kesenjangan Infrastruktur Digital di Indonesia”, Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, Vol05 No 03, 2024. Hal 180-187.] 

Dengan demikian, perubahan nomenklatur BPR menjadi Bank Perekonomian Rakyat tidak hanya secara hukum menegaskan eksistensi dan fungsi baru lembaga ini, tetapi juga menjadi katalisator penting dalam pemberdayaan ekonomi daerah melalui peningkatan akses dan kualitas layanan keuangan mikro di Jawa Barat sesuai kerangka Undang-Undang No. 4 Tahun 2023.
[bookmark: _Toc211603784]1. Strategi Optimalisasi Peran Bank Perekonomian Rakyat
Dalam menghadapi tantangan hukum, kelembagaan, dan operasional, Bank Perekonomian Rakyat (BPR) memerlukan strategi optimalisasi agar mampu berperan maksimal dalam pembangunan ekonomi daerah. Strategi ini meliputi penguatan regulasi, digitalisasi, tata kelola, permodalan, pengembangan SDM, serta integrasi dengan ekosistem keuangan nasional.
a. Penguatan Regulasi dan Harmonisasi Kebijakan Daerah
(1) Sinkronisasi Peraturan Daerah (PERDA) dengan UU dan POJK: Pemerintah Daerah wajib mempercepat revisi PERDA yang mengatur BPR milik daerah agar nomenklatur dan badan hukum baru (Perseroda) sesuai dengan UU No. 4/2023 dan POJK 7/2024. Regulator pusat (misalnya Kementerian Dalam Negeri dan OJK) harus menyediakan pedoman teknis dan template regulasi bagi pemda agar proses legislasi lebih cepat dan efektif.
(2) Peraturan Baku (Standardisasi Regulasi): Memberlakukan standar nasional minimal untuk regulasi lokal terkait BPR agar tidak terdapat disparitas yang menghambat. Misalnya standar huruf regulasi untuk modal minimum, pelaporan, pengelolaan risiko, dan transparansi keuangan antar daerah.
b. Digitalisasi dan Inovasi Teknologi
(1) Implementasi Layanan Digital Terpadu: BPR perlu mengadopsi dan mengembangkan layanan perbankan digital (e-banking, mobile banking) yang terintegrasi, termasuk interoperabilitas dengan sistem pembayaran nasional (misalnya BI-FAST, switching antar bank kecil), agar nasabah di daerah dapat mengakses layanan kapan saja dan di mana saja.
(2) Pengembangan Sistem Pelaporan dan Transparansi Keuangan Berbasis Teknologi: Mengikuti ketentuan POJK No. 23/2024 tentang pelaporan melalui sistem pelaporan OJK dan transparansi kondisi keuangan bagi BPR dan BPRS. Digitalisasi pelaporan (online) mengurangi beban administratif dan meningkatkan akuntabilitas. 
(3) Kolaborasi dengan Fintech dan Penyedia Infrastruktur Digital: BPR dapat menggandeng fintech lokal atau platform digital untuk menyediakan solusi teknologi secara lebih murah dan cepat, seperti sistem pembayaran, switch digital, solusi keamanan siber, dan analisis data nasabah.
c. Penguatan Tata Kelola, Transparansi, dan Manajemen Risiko
(1) Penerapan Tata Kelola yang Baik: Berdasarkan POJK 9 Tahun 2024 tentang penerapan tata kelola bagi BPR dan BPRS, strategi anti-fraud efektif harus diimplementasikan (pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, evaluasi). BPR harus membangun sistem pengendalian intern yang kuat. 
(2) Transparansi Kondisi Keuangan: Publikasi laporan keuangan berkala, pengungkapan kualitas aset (asset quality), dan pelaporan kondisi keuangan secara reguler sesuai POJK 23/2024. Ini akan meningkatkan kepercayaan publik dan lembaga keuangan lainnya terhadap keberlanjutan BPR.
d. Penguatan Modal dan Kecukupan Keuangan
(1) Skema Konsolidasi dan Penyertaan Modal Daerah/Pusat: BPR kecil di daerah yang kesulitan memenuhi modal minimum dapat dikelompokkan atau digabung (merger/pergabungan) agar mencapai skala ekonomi yang memadai. Pemerintah daerah dapat menyokong dengan penyertaan modal (modal daerah) atau insentif fiskal.
(2) Akses ke Pembiayaan dan Dana pihak ketiga (DPK): Memperluas basis dana pihak ketiga melalui produk simpanan menarik, diversifikasi layanan tabungan dan deposito, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui keamanan simpanan dan transparansi. Digitalisasi layanan simpanan dapat membantu menarik nasabah yang selama ini terlayani secara konvensional.
e. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Budaya Organisasi
(1) Peningkatan Kompetensi SDM: Pelatihan reguler untuk manajemen risiko, kepatuhan regulasi, literasi digital, keamanan siber, tata kelola modern, dan keuangan inklusif. BPR/BPRS perlu memiliki personel yang mampu mengelola transformasi digital dan memenuhi tantangan regulasi yang semakin kompleks.
(2) Perubahan Mindset dan Kepemimpinan Transformasional: Budaya organisasi harus diarahkan pada inovasi, transparansi, dan orientasi layanan kepada masyarakat lokal. Kepemimpinan di BPR harus mampu mendorong perubahan mindset ke arah bahwa digitalisasi dan profesionalisme bukan beban tetapi peluang strategis. Literatur menyebutkan bahwa salah satu hambatan utama digitalisasi di BPR adalah mindset yang konservatif terhadap teknologi.
f. Peningkatan Peran Lokal dan Pemberdayaan Ekonomi Daerah
(1) Fokus Layanan UMKM dan Inklusi Keuangan Lokal: BPR harus mengembangkan produk pembiayaan dan layanan keuangan yang sesuai konteks lokal (produk mikro, kredit bergulir, pembiayaan berbasis komunitas) untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.
(2) Kemitraan Antar Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan Lokal: Pemerintah daerah, OJK, asosiasi BPR, dan masyarakat lokal harus terlibat dalam merumuskan kebijakan, sosialisasi regulasi baru, serta monitoring implementasi transformasi. Dukungan aktif dari pemda sangat penting agar regulasi lokal diadopsi cepat.
g. Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan Berbasis Data
(1) Sistem Monitoring dan Evaluasi (M&E) yang Sistematis: OJK dan Pemerintah Daerah perlu menetapkan indikator kinerja utama (key performance indicators / KPI) khusus untuk Bank Perekonomian Rakyat dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, seperti pertumbuhan kredit UMKM, rasio NPL, inklusi keuangan, digitalisasi layanan, dan kepuasan nasabah.
(2) Pengawasan Teknologi dan Kepatuhan: OJK serta instansi terkait harus meningkatkan pengawasan berbasis risiko atas BPR, termasuk pemeriksaan atas penerapan keamanan siber, perlindungan data, dan tata kelola digital. Regulasi seperti POJK 23/2024 mendorong pelaporan yang lebih transparan dan digital sebagai bagian dari penguatan pengawasan.
[bookmark: _Toc211603785]B. Tantangan Yuridis dan Kelembagaan dalam Implementasi Regulasi
	Perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mebawa sejumlah tantangan yuridis dan kelembagaan yang signifikan terutama bagi BPR milik pemerintah daerah yang wajib menyesuaikan regulasi daerah berupa Peraturan Daerah (Perda) sebagai prasyarat legalitas operasional.
	Secara yuridis, perubahan nomenklatur dan status badan hukum menuntut pemerintah daerah melakukan revisi Perda yang mengatur pendirian, penyertaan modal, dan tata kelola BPR tersebut agar dapat sesuai dengan ketentuan UU dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Proses penyesuaian ini seringkali menghadapi kendala birokrasi, memerlukan harmonisasi dengan regulasi pusat, dan memakan waktu yang cukup lama sehingga berpotensi menghambat implementasi perubahan secara cepat dan efektif.
	Dari sisi kelembagaan, tantangan meliputi penyesuaian struktur organisasi dan tata kelola sesuai status perseroan terbatas (Perseroda), peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta implementasi sistem pengawasan dan pelaporan yang lebih ketat sesuai standar OJK dan pemerintah daerah. Penyesuaian ini memerlukan kesiapan manajemen BPR dan dukungan pemda agar perubahan operasional tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Hasil penelitian lapangan menemukan beberapa tantangan utama dalam proses transformasi ini, yaitu:
[bookmark: _Toc211603786]1. Kesenjangan Regulasi Daerah
Perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Perekonomian Rakyat diatur secara formal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 7 Tahun 2024. Prosedur perubahan ini mensyaratkan bahwa BPR harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari OJK sebelum melakukan perubahan nama dan bentuk badan hukum. Pengajuan permohonan tersebut meliputi sejumlah dokumen penting, meliputi notulen rapat umum pemegang saham, akta perubahan anggaran dasar, daftar pemegang saham terbaru, serta alasan dan rencana strategis perubahan. Selanjutnya, setelah persetujuan diberikan oleh OJK, BPR wajib mengajukan persetujuan administratif di tingkat pemerintah daerah sebagai bagian dari proses legalisasi dan pengakuan wilayah operasional resmi.
Secara rinci, POJK No. 7 Tahun 2024 mengatur bahwa permohonan persetujuan kepada OJK harus disampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang. BPR juga diwajibkan untuk mengumumkan perubahan nama tersebut kepada masyarakat selambatnya 10 hari kerja setelah persetujuan oleh OJK diberikan. Kegagalan memenuhi ketentuan ini mengakibatkan pengenaan sanksi administratif berupa denda. 
Meskipun regulasi di tingkat OJK sudah jelas dan ketat, terdapat kesenjangan signifikan dalam implementasi regulasi di tingkat pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kapasitas administrasi daerah yang beragam, perbedaan interpretasi regulasi antara daerah satu dengan yang lain, serta prosedur birokrasi yang berlapis. Sebagai konsekuensi, sejumlah BPR yang sudah mendapatkan persetujuan dari OJK terkadang menghadapi kendala signifikan dalam memperoleh persetujuan lanjutan dari pemda. Ketidakseragaman persetujuan di tingkat daerah ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat proses konsolidasi serta penguatan sektor keuangan mikro di wilayah tersebut sebagaimana amanat Permendagri Nomor 21 Tahun 2024.
Kesenjangan regulatif ini mengindikasikan perlunya sinergi antara OJK, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah untuk menciptakan prosedur terpadu serta memastikan kelancaran pelaksanaan perubahan nomenklatur BPR sesuai UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Peningkatan kapasitas dan sosialisasi regulasi ke pemerintah daerah juga menjadi kunci untuk mengatasi hambatan administratif, mendukung peran strategis BPR dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi lebih lanjut antara OJK, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah guna mengatur prosedur yang lebih terpadu dan memastikan kelancaran pelaksanaan perubahan nomenklatur BPR yang selaras dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Selain itu, peningkatan kapasitas dan sosialisasi regulasi kepada pemerintah daerah menjadi kunci untuk mengatasi hambatan administratif ini dan untuk mendukung peran strategis BPR dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
[bookmark: _Toc211603787]2. Keterbatasan Modal
Kewajiban modal minimum Rp50 miliar bagi BPR merupakan tantangan berat bagi BPR kecil, terutama yang beroperasi di daerah dengan basis nasabah terbatas. Beberapa BPR mengusulkan skema konsolidasi atau insentif fiskal agar dapat memenuhi ketentuan modal tanpa harus menutup operasional.
[bookmark: _Toc211603788]3. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM)
Selain aspek infrastruktur, keberhasilan transformasi juga sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan BPR. Mulhadi[footnoteRef:67] menyatakan bahwa keterbatasan kompetensi dalam manajemen risiko dan kepatuhan regulasi menjadi salah satu tantangan utama dalam tata kelola BPR. Maka, diperlukan pelatihan berkelanjutan yang berfokus pada literasi digital, manajemen risiko, serta tata kelola yang sesuai dengan standar industri. Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan profesional dapat menjadi strategi peningkatan kapasitas SDM secara sistemik. [67:  Mulhadi, “Tata Kelola dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Lembaga Keuangan Mikro,” Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 24, No. 3, 2020, hlm. 321–336.] 

Transformasi BPR juga membawa dampak signifikan terhadap pembiayaan UMKM sebagai sektor penggerak ekonomi lokal. Dengan penguatan permodalan, BPR memiliki kapasitas untuk menyalurkan kredit dengan plafon lebih tinggi dan bunga yang lebih kompetitif. Dalam hal ini, prinsip kehati-hatian harus diimbangi dengan pendekatan kebijakan yang inklusif dan adaptif terhadap karakteristik ekonomi daerah. Hambatan dan Dampak Disparitas Infrastruktur Digital pada Implementasi Digitalisasi BPR.
Kewajiban digitalisasi yang diatur dalam Pasal 18 UU No.4 Tahun 2023 mendorong Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk terintegrasi dengan ekosistem keuangan nasional seperti BI-FAST dan layanan perbankan digital. Namun, disparitas infrastruktur digital yang signifikan di wilayah pedesaan menjadi hambatan serius dalam mengimplementasikan kewajiban tersebut.
Disparitas ini tidak hanya terdiri dari keterbatasan jaringan internet tetapi juga rendahnya literasi digital masyarakat dan kekurangan sumber daya manusia yang kompeten untuk mendukung transformasi digital BPR. Hal ini berdampak pada keterbatasan BPR dalam mengadopsi layanan digital secara menyeluruh dan menjangkau seluruh komunitas yang dilayaninya.[footnoteRef:68] [68:  Asep Koswara, “Digitalisasi Ekonomi di Pedesaan: Mengkaji Kesenjangan Infrastruktur Digital di Indonesia”, Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, Vol05 No 03, 2024. Hal 180-187.] 

Berdasarkan hasil analisis terhadap implikasi hukum perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) serta tantangan yuridis dan kelembagaan yang menyertainya, dapat disimpulkan bahwa transformasi ini merupakan langkah strategis dalam modernisasi sektor keuangan mikro sekaligus instrumen penting dalam pembangunan ekonomi daerah.
Secara normatif, perubahan nomenklatur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memperlihatkan upaya negara untuk menegaskan posisi BPR sebagai bagian dari sistem perbankan nasional yang terintegrasi, profesional, dan berdaya saing. Hal ini terlihat jelas pada kewajiban perubahan Peraturan Daerah (Perda) untuk BPR milik pemerintah daerah (BUMD), yang menunjukkan bahwa legitimasi hukum BPR harus senantiasa selaras dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini memperkuat prinsip lex superior derogat legi inferiori serta mencerminkan asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan BUMD.
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa aspek hukum dan aspek ekonomi dalam implementasi perubahan nomenklatur saling berkelindan. Dari sisi hukum, revisi Perda menjadi prasyarat agar BPR BUMD dapat menjalankan fungsi baru secara sah. Sementara dari sisi ekonomi, transformasi kelembagaan ini berimplikasi pada peningkatan kapasitas modal, perluasan akses kredit, serta percepatan digitalisasi layanan keuangan untuk mendukung pembangunan UMKM. Dengan demikian, keberhasilan transformasi hukum ini menjadi faktor penentu bagi tercapainya tujuan pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Namun, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah hambatan yuridis dan kelembagaan yang signifikan. Pertama, kesenjangan regulasi daerah yang menyebabkan tidak seragamnya proses penyesuaian nomenklatur antara satu daerah dengan daerah lainnya. Kedua, keterbatasan modal minimum yang sulit dipenuhi oleh BPR kecil di daerah, sehingga menimbulkan kebutuhan akan konsolidasi atau dukungan fiskal. Ketiga, kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah dalam aspek tata kelola, manajemen risiko, dan literasi digital, yang berdampak pada kemampuan BPR dalam mengadopsi standar perbankan modern. Keempat, keterbatasan infrastruktur digital di wilayah pedesaan yang menjadi tantangan besar dalam implementasi kewajiban digitalisasi.
Pembahasan ini memperlihatkan bahwa transformasi nomenklatur BPR tidak hanya berdimensi administratif atau formalistik, melainkan juga substantif dan multidimensi. Regulasi di tingkat pusat sudah relatif jelas dan tegas, tetapi implementasi di daerah membutuhkan sinergi antaraktor, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, OJK, maupun manajemen BPR sendiri. Tanpa koordinasi yang efektif, risiko ketidakpastian hukum, keterbatasan akses permodalan, dan keterlambatan digitalisasi akan menghambat peran BPR sebagai motor pembangunan ekonomi lokal.
Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa perubahan nomenklatur BPR menjadi Bank Perekonomian Rakyat adalah momentum penting untuk memperkuat peran lembaga keuangan daerah dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional. Namun, keberhasilan implementasinya bergantung pada harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan, serta dukungan nyata dalam bentuk kebijakan fiskal, teknis, dan sumber daya manusia. Transformasi ini pada akhirnya diharapkan dapat menempatkan BPR sebagai instrumen strategis dalam mendorong inklusi keuangan, pemberdayaan UMKM, dan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
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Berdasarkan hasil penelitian berjudul “Implikasi Hukum Perubahan Nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat Menjadi Bank Perekonomian Rakyat terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah dan Regulasi Daerah (Analisis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan)”, dapat disimpulkan hal-hal berikut:
1. Implikasi hukum perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat mencerminkan adanya penguatan kedudukan hukum, kelembagaan, serta fungsi ekonomi lembaga keuangan daerah dalam sistem keuangan nasional.
Perubahan nomenklatur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menegaskan status BPR sebagai lembaga keuangan yang diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berbadan hukum Perseroan Terbatas (Perseroda), khususnya bagi BPR milik Pemerintah Daerah.
Implikasi yuridis dari perubahan ini terlihat pada perluasan ruang lingkup kegiatan usaha, penguatan tata kelola, serta peningkatan kepastian hukum dan kredibilitas kelembagaan. Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, perubahan nomenklatur tersebut berkontribusi terhadap peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perluasan jangkauan layanan keuangan berbasis digital, serta penguatan peran BPR sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat secara inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
2. Tantangan yuridis dan kelembagaan dalam implementasi perubahan nomenklatur BPR menjadi BPRR, khususnya bagi BPR milik Pemerintah Daerah (BUMD), masih menunjukkan kompleksitas yang signifikan.
Secara yuridis, proses perubahan memerlukan penyesuaian Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar hukum operasional, diikuti dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan persetujuan dari OJK. Namun, implementasi di lapangan kerap terkendala oleh panjangnya proses birokrasi, koordinasi lintas instansi yang belum optimal, serta perbedaan kecepatan respon antar daerah.
Dari sisi kelembagaan, hambatan muncul dalam bentuk keterbatasan modal inti, kapasitas sumber daya manusia yang belum sepenuhnya siap terhadap tuntutan tata kelola modern, serta kesenjangan infrastruktur digital yang memperlambat integrasi BPR dengan sistem keuangan nasional.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perubahan nomenklatur tidak hanya bergantung pada pembaruan regulasi, tetapi juga pada sinergi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan OJK dalam memperkuat kelembagaan, meningkatkan profesionalisme, serta memperluas dukungan terhadap transformasi BPR menuju lembaga keuangan daerah yang adaptif, tangguh, dan berdaya saing.
[bookmark: _Toc211603791]B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa rekomendasi strategis sebagai berikut:
1. Bagi Pemerintah Pusat dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
	Diperlukan langkah strategis dalam memperkuat sinergi kebijakan antara pemerintah pusat, OJK, dan pemerintah daerah agar pelaksanaan perubahan nomenklatur BPR dapat berjalan efektif, seragam, dan konsisten di seluruh wilayah. Pemerintah perlu mendorong penyusunan pedoman teknis dan harmonisasi regulasi yang menegaskan batas kewenangan antara pusat dan daerah, khususnya dalam pengawasan, penyertaan modal, dan penetapan struktur kelembagaan. Selain itu, OJK diharapkan memperkuat fungsi pembinaan dan pendampingan bagi BPR, termasuk dalam aspek digitalisasi sistem keuangan, manajemen risiko, dan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), sehingga transformasi kelembagaan benar-benar mendukung penguatan sektor keuangan mikro dan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
2. Bagi Pemerintah Daerah dan Manajemen BPR 
	Pemerintah daerah perlu mempercepat proses penyesuaian Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar hukum operasional BPR serta memastikan keterlibatan aktif antar perangkat daerah khususnya bagian hukum, ekonomi, dan keuangan dalam penyusunan regulasi tersebut. Dukungan kebijakan daerah sebaiknya diarahkan pada penguatan struktur permodalan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan infrastruktur digital yang menunjang transformasi kelembagaan BPR menjadi entitas modern dan berdaya saing.
2

	Di sisi lain, manajemen BPR perlu melakukan pembenahan internal melalui peningkatan kompetensi pegawai, efisiensi tata kelola, serta inovasi produk keuangan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat peran BPR sebagai pilar keuangan daerah yang memiliki legitimasi hukum kuat, berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi perbankan nasional.
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